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Judul : Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif Darurat dan
Maslahat.
Sesuai dengan judul skripsi yang penulis bahas yaitu Fleksibelitas Hukum
Islam dalam Perspektif Darurat dan Maslahat, maka penulis mencoba mengkaji
dalil-dalil yang kuat yang dapat disepakati oleh para ulama fikih tentang Hukum
Islam dalam Kondisi Darurat dan Maslahat, yang kemudian dijabarkan dalam
rumusan masalah: Bagaimana Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif
Darurat dan Maslahat ?
Dalam  penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif
kualitatif dengan menggunakan pendekatan Syar’i, historis, dan filosofis, dengan
metode pengumpulan data menggunakan metode Library Research. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif dan
komperatif. Dan analisis datanya menggunakan cara deskriptif kualitatif.
Tujuan yang akan dicapai dalam skripsi ini yaitu mencari dalil-dalil
hukum Islam yang berkaitan dengan kondisi darurat dan maslahat agar dapat
disimpulkan bahwa hukum Islam itu bersifat elastis, lentur dan luwes.
Hasil penelitian atau kajian ini menerangkan bahwa, Hukum Islam
tersebut dapat diterapkan kapan saja dan dimana saja, pun hukum Islam adalah
ajaran yang universal yang mampu menjawab perubahan dan tantangan zaman
sessuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini Keluwesan hukum Islam




A. Latar Belakang Masalah
Darurat sebagaimana maslahat, mempunyai pengaruh dalam perubahan
status hukum karena keduanya memang mempunyai kaitan yang sangat erat.
Hukum-hukum itu dapat diketahui baik dari nash al-Quran atau dari Sunnah.1
Kedua acuan ini dijadikan sebagai dua sumber orisinil hukum Islam.
Hukum-hukum tersebut juga dapat diketahui dari ijtihad para ulama dengan
memakai metode-metode ijtihat yang telah mereka temukan, seperti qiyas, istihsan
dan istihlah lewat upaya istiqra (deduksi) terhadap petunjuk-petunjuk (amarat)
dalam nash-nash al-Quran dan sunnah, yang dalam perkembangan selanjutnya
dilegalkan sebagai metode istimbath dalam hukum Islam.
Hukum-hukum Islam yang telah diketahui statusnya lewat sumber-sumber
orisinil dan depedensinya (ketergantungan) itu kemudian dalam terminologi
keilmuan Islam disebut sebagai fikih. Disisi lain, seluruh umat Islam baik dari
kalangan ulama maupun dari kalangan umum sepakat bahwa jika syariat Islam
dikomparasikan dengan syariat-syariat sebelum Islam, akan semakin nampak
betapa syariat Islam adalah syariat yang sangat moderat dan bahkan sangat toleran
1 Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, saw. Baik dari
segi perkataan, perbuatan maupun dari segi ketetapanya. Diambil dari buku Ilmu Hadis yang kemudian
di ikuti sebagai panutan.
2terhadap umat manusia, elastis dan menempatkan kepentingan umat manusia
sebagai dasar dari segala bentuk hukum.2
Seiring dengan perkembangan pemikiran dan budaya masyarakat,
setumpuk problematika kehidupan yang muncul kepermukaan. Mulai dari
permasalahan masyarakat kalangan bawah sampai pada kalangan terknorat dan
feodal. Mulai dari masalah pribadi, keluarga, ekonomi, tak terkecuali sosial-
politik, semua itu memerlukan jawaban yang mapan.
Islam sebagai Agama yang menjunjung tinggi harkat manusia dengan misi
utama “rahmatan lil alamin”.3 Dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan
menghindari kemudharatan manusia yang bersifat sangat luas. Maslahat itu
merupakan sesuatu yang berkembang berdasar perkembang yang selalu ada di
setiap lingkungan.
Mengenai pembentukan hukum ini, kadang-kadang tampak
menguntungkan pada suatu saat, tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan
madharat. Begitu pula pada suatu lingkungan, terkadang menguntungkan pada
lingkungan tertentu, tetapi madharat pada lingkungan lain.
Kemudian, maslahat yang syari’ telah disyariatkan untuk melaksanakan
maslahat itu berdasarkan pembenaran syara’ terhadap maslahat tersebut, maka
terdapat petunjuk adanya illat hukum yang disyariatkan.
2 http://www.kmnu.org
3 File://D:MAZLAHAT/BERBAGI%20UNTUK%SESAMA%20maslahat.htm
3Mengenai maslahat yang dituntut oleh keadaan dan lingkungan baru
setelah berhentinya wahyu, padahal syari’ belum mensyariatkan maslahah-
maslahah yang dikehendaki berdasarkan tuntutan tersebut, disamping tidak tedapat
dalil syara’ yang mengakui atau menyalahkan maslahah-maslahah tersebut, biasa
disebut sebagai al-Munasibu’i-Mursal atau Al-Mushlahatu’I-Mursalah.
Kemaslahatan yang menjadi tujuan daripada pensyari’atan hukum ini,
disebut sebagai maslahat mursalah, dan para ulama mandasarkan pada maslahat di
dalam mensyari’atkan hukum lantaran mengandung nilai maslahat. Di samping
tidak adanya dalil syara’ yang menyalahkannya. Namun demikian, di dalam
pembentukan hukum tersebut, mereka tidak semata-mata memandang dari segi
maslahat, tetapi lantaran adanya syara’ yang mangakuinya.
Berdasarkan pembentukan hukum dengan maslahah penulis anggap benar.
Sebab, jika jalan ini tidak dibuka, dengan sendirinya pembentukan hukum Islam
akan mengalami kebutaan yang tak mampu berjalan bersama dengan perubahan
masa dan lingkungan.
Dan siapa saja yang mengatakan bahwa tiap-tiap bagian dari kemaslahatan
yang pada setiap masa selalu diperihara oleh syari’, yang sekaligus telah
mensyariatkan dengan nash-nash dasar-dasar yang umum bagi segala sesuatu yang
sesuai, hal itu memang tak dapat diragukan lagi. Beberapa kemaslahatan yang
4adanya memang baru itu tidak terdapat pengakuan syara’ yang mengakui
kemaslahatan.4
Jika penilaian manfaat dan mudarat berkaitan dengan kehendak manusia,
maka biasanya aturan-aturan itu menjadi sasaran dari tindakan-tindakan yang tak
bermakna dan main-main serta merusak kemaslahatan umum. Karena apa yang
dibayangkan oleh manusia sebagai manfaat atau mudarat selalu terpengaruh oleh
keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan yang khusus, atau hanya terbatas dalam
lingkup yang sempit, atau hanya di pandang dari sudut yang tertentu, atau singkat
jangkauannya dan tidak mencangkup pada tujuannya.
Hal mana syariat menjadi cacat, tidak sempurna atau bisa mengalami
perubahan dan penggantian yang tidak ada hubungannya dengan perubahan
kemaslahatan, dan ketika itu maka keadaan semakin buruk, kerusakan meluas dan
kondisipun menjadi goncang, rasa bosan dan marah merajalela, terutama ketika
pengaruh keinginan-keinginan khusus ikut berperan.
Manusia bisa saja melihat yang mudarat itu sebagai manfaat, sehingga ia
menghalalkan pencurian atau minum khamar. Sebaiknya, orang bisa melihat yang
manfaat itu sebagai mudarat, sehingga ia merasa pembayaran zakat akan
mengurangi hartanya, padahal itu pembersih harta dan mengatasi kefakiran.
Demikian pula seorang laki-laki akan melihat pergi berjihad sebagai mudarat
4 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, ( PT. Risalah Bandung cet. 1 : 1985 )
hal. 124-131.
5terhadap dirinya, padahal itu untuk memelihara kemaslahatan orang banyak dan
melindungi negeri.5
Dalam Islam, tolok ukur (mi’yar) manfaat maupun mudarat, sebagaimana
dinyatakan al-Ghazali (W. 505), tidak dapat dikembalikan pada penilaian manusia
karena amat rentan akan pengaruh dorongan nafsu insaniah.
Dan ungkapan al-Ghazali ini dapat diterima, karena menentukan baik
buruk dengan menggunakan tolok ukur nafsu hanya akan terperangkap pada
absurditas yang menyesatkan, sebab orang akan menggeneralisasi substansi
mashlahah tanpa batasan yang pasti. Padahal, bukankah maslahah itu sendiri
sering terfragmentasi pada peristiwa-pweristiwa hukum yang didalamnya juga ter-
cover kadar mafsadah.
Namun demikian, tidak adanya tolok ukur yang pasti untuk menentukan
sesuatu sebagai mashlahah itulah yang sesungguhnya membuat diskursus
diseputar topik mashlahah selalu segar dan menarik.6
Keluwesan hukum Islam, al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam di
samping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya tidak
5 Wahba Az-Zuhaili, Konsep Darurah dalam Hukum Islam “Studi Banding dengan Hukum
Positif”, (PT. Gaya media Pratama Jakarta, cet. I ; 1997), hal. 5, Judul Asli, NASHARIYAH AL-
DLARURAH AL-SYAR’IYAH “Muqarannah Ma’al Qanun al-Wadli’. Yang diterjemahkan oleh, Dr.
H. Said Agil Husain al-Munawar, M.A. Drs. M. Hadri Hasan, M.A.
6H. Abu Yasid, LL.M, Islam Akomodatif “Rekostruksi Pemahaman Islam sebagai Agama
Uneversal”, (LKiS Yogyakarta, cet. I ; Mei 2004), H. 77-78.
6berkembang, juga mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran
dan yang mempunyai potensi untuk berkembang.
Dalam bidang muamalah (bidang kemasyarakatan), dan ini yang terbanyak
jumlahnya, hanya sebagian kecil yang hukumnya disebutkan didalam al-Quran
secara tegas dan rinci. Disamping itu, dalam ayat-ayat hukum dibidang muamalah
itu pada umumnya disebutkan atau di isyaratkan hikmah atau ‘illat hukumnya,
sehingga terbuka peluang pengembangan hukumnya lewat berbagai metode,
misalnya, qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah serta darurah.
Dengan demikian jelaslah bahwa sumber hukum Islam, al-Quran dan
Sunnah, memiliki potensi untuk berkembang.7
Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’ atau harus sesuai
dengan koridor-koridor yang sudah ditentukan dan digariskan oleh syara’ (Alla
swt), karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak
syara’, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu dan interest
(kepentingan personal) dari setiap individu.
Misalnya, pada zaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian
harta warisan yang menurut keyakinan mereka, hal tersebut mengandung
kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak
sejalan dengan kehendak syara’, karena tidak dinamakan maslahat.
7Nasrun Harun, Konsep Ijtihad Al-Syaukani “Relevansi bagi Pembaharuan Hukum Islam”,
(PT. Logos Wacana Ilmu, cet. 1 Jakarta Logos : 1999).
7Oleh sebab itu, menurut versi Imam al-Ghazali yang dijadikan patokan
dasar dalam menentukan maslahat itu adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan
kehendak dan tujuan manusia.8
B. Rumusan Masalah
Agar supaya tidak menimbulkan penafsiran yang lebih luas dan supaya ada
juga penegasan mengenai permasalaha yang akan dibahas, maka penulis perlu
memberikan batasan-batasan masalah yang akan dikaji atau dibahas. Antara lain :
1. Bagaimana bentuk fleksibelitas hukum dalam perspektif darurah dan
maslahah ?
2. Bagaimana pandangan ulama-ulama dalam menyelesaikan masalah darurah
dan maslahat ?
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
a. Definisi Operasional
Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru, dalam memahami
variabel-variabel yang ada dalam penulisan maka penulis perlu mendefinisikan
kata perkata terkait judul skripsi ini, antara lain :
1) Fleksibelitas, dalam kamus ilmiah popular, adalah kekenyalan,
kelenturan, keluwesan dan atau yang bersifat lentur.9 Sedangkan secara
8 Minhajuddin, dkk. Buku Daras, UIN Alauddin, (PT. Alauddin Pres : 2009). Hal. 127.
8terminologinya, adalah suatu hukum atau ketentuan yang dapat berubah-
ubah apabila, ada suatu kondisi yang memungkinkan untuk berubah
(ada hal yang mendesak).
2) Darurah, adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat
berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya
kerusakan (dhahar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh
kehormatan, akal harta yang bertalian dengannya. Namun adapun
pendapat-pendapat yang berkaitan dengan definisi dharurah antara lain :
Al-Jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah (kelaparan
parah), darurah adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau
kehancuran terhadap jiwa atau sebahagian anggota tubuh bila tidak
makan.10
Al-Zarkasyi dan al-Sayuthi mendefinisikan darurah adalah
sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan
yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang
yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia
bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang
dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.11




9Sedangkan menurut ulama Malikiyah, dharurah adalah khawatir
akan binasanya jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan; atau khawatir
akan mengalami kamatian. Dan tidak disyaratkan seseorang harus
menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya
kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.
Menurut ulama Syafiyah darurah adalah rasa khawatir akan
terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin
parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau
terpisahnya rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya
kemampuan berjalan atau mengenderai jika ia tidak makan, dan jika ia
tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, sedangkan yang ada
hanya yang haram, maka dikala itu ia mesti makan yang haram itu.
Muhammad Abu Zahra, darurah adalah kekhawatiran akan
terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau khawatir
akan musnahnya seluruh harta atau seseorang yang sedang terancam
kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali
dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan hak orang lain.12
3) Maslahat, adalah mempunyai makna yang identik dengan manfaat,
keuntungan, kenikmatan, kegembiraan, atau segala upaya yang dapat
mendatangkan hal itu. Sedangkan, dalam terminologinya maslahat
12 Loc,cit., hal. 72.
10
adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu yang
berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal
yang berdimensi negatif (madharat).13
Sedangkan menurut Imam al-Ghazali maslahat secara
terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para
pakar ushul fiqh tetapi seluruh definisi tersebut mengandung
pengertian yang sama secara substansial meskipun redaksi definisi
bervariasi. Maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak
kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.14
b. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mencoba melakukan
kajian dalam buku-buku referensi yang membahas tentang darurat dan
maslahat yang berkaitan dengan judul yang ditawarkan oleh penulis
sendiri.
D. Tinjauan Pustaka
Sebagai pijakan dasar dan juga sebagai bahan perbandingan dalam
penyusunan penelitian ini, penulis telah mengkaji dan menela’ah beberapa
literatur sebagai kajian pustaka.
13 Ibid, hal. 75.
14 Ibid, hal. 127
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Dalam bukunya, Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang berjudul Konsep
Darurat dalam Hukum Islam Studi Banding dengan Hukum Positif, Judul
aslinya, Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syar’iyah, “Muqaranah Ma’a al-Qanun
al-Wadli’i”, yang diterjemahkan oleh Dr. H. Said Agil Husain al-Munawar,
M.A. dan Drs. M. Hadri Hasan, M.A. yang secara umumnya membahas
tentang darurat, batasan-batasannya serta dalil-dalil disyariatkannya prinsip
darurat.
Namun, ada juga buku lain yang membahas tentang darurat, Pengarang
Abdul Wahhab Khallaf, judul bukunya yaitu, Kaidah-Kaidah Hukum Islam,
dalam buku ini penulis anggap perlu juga dijadikan sebagai pijakan dalam
penyusunannya.
Referensi lainnya adalah Dr. Abu Yasid, LL. M, yang berjudul Islam
akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama universal, buku
ini mengemukakan definisi-definisi serta batasan-batasan maslahat.
Namun, ada juga buku lain yang menjadi referensi yang penulis jadikan
sumber atau dasar dalam penyusunan ini antara lain; Buku Daras Ushul Fiqh
UIN Alauddin, Prof. Dr. Minhajuddin, M.A, dkk.
Buku ini menarik untuk dijadikan pijakan utama dalam penyusunan ini,
karna buku tersebut mencakup tentang definisi-definisi, objek kehujjanannya
serta aplikasi maslahah dalam kasus fiqh kontemporer. Namun masih banyak
buku pendukung lainnya, seperti: Buku Kaidah-Kaidah Hukum Islam, yang
12




Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research).15
Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan pendapat
atau informasi  tentang darurah dan maslahat ini dengan bantuan
bermacam-macam sumber materi yang terdapat diperpustakaan, seperti;
buku-buku, dokumen, catatan-catatan serta kisah-kisah yang berkaitan
dengan pokok masalah ini.
2. Pendekatan
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian mengenai
fleksibelitas hukum dalam perspektif darurat dan maslahat. Maka
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini
berupa kajian yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang
pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap
bahan-bahan pustaka yang relevan.
15 Secara definitive, library research adalah penelitian yang dilakukan diperpustakaan dan
penelitian yang berhadapan dengan berbagai macam literature sesuai tujuan dan masalah yang sedang
dipertanyakan. Lihat Masyhuri Dan M. Zainuddin, Metodelogi Penelitian ( Bandung :Refika Aditama,
2008 ), hal. 50
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Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan
data informasi dari berbagai sumber data yang kemudian disajikan dengan
cara baru dan untuk keperluan baru.16
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1) Tujuan Penelitian
Untuk memahami literatur fiqih yang memperbolehkan melakukan
sesuatu apabila dihimpit dalam keadaan darurat, dan maslahatnya dalam
kondisi seperti ini (darurah), serta terkait masalah fleksibelitas hukum
Islam dalam perspektif darurat dan maslahat.
2) Kegunaan Penelitian
Namun adapun kegunaan penelitian ini ada dua antara lain, meliputi
kegunaan teoritis dan praktis,
a. Secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan
informasi akademik, mengenai fleksibelitas hukum Islam dalam
perspektif darurat dan maslahat.
b. Sedangkan secara praktisnya adalah penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsi atau konstribusi positif dalam pemahaman dan
pengetahuan. Sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan
untuk menjelaskan permasalahan fleksibelitas hukum Islam dalam
16 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1999 ),
hal. 2
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perspektif darurat dan maslahat, yang berkaitan dengan masalah-
masalah kontemporer.
G. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika
penulisan yang disusun kedalam 4 (Empat) bab, masing-masing bab dibagi
kedalam beberapa sub bab yang merupakan pokok pembahasan dari bab yang
bersangkutan. Dan tiap-tiap bab tersebut disusun sebagai berikut :
Bab I  terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan atau
pokok bahasan yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas  masalah
Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif Darurat dan Maslahat, yang
kemudian merumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah dan masalah
yang menjadi acuan dalam pembahasan ini.
Selanjutnya, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian,
pembahasan ini agar dapat mengemukakan pengertian yang jelas dalam judul
yang dimaksud. Didalamnya, diuraikan pula tinjauan pustaka, metodelogi
penelitian yang digunakan, tujuan dan kegunaan penelitian ini, dan diakhiri
dengan garis besar isi skripsi. Semua pembahasan diatas merupakan kerangka
awal dari pembahasan selanjutnya.
Bab II berisi sekilas tentang konsep darurat dan maslahat, disini
membahas tentang pengertian darurat dan maslahat, dasar hukum darurat,
kaidah-kaidah tentang darurat, dan kemudian, dilanjut dengan pembahasan
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tentang pembagian maslahat, maslahat dalam pendangan Fuqaha, kedudukan
dan kehujjahan maslahat dalam hukum Islam, kemudian yang terakhir
membahas tentang urgensi maslahat dalam prospektif pengembangan hukum
Islam.
Bab III berisi tentang tinjauan tentang fleksibelitas hukum dalam
perspektif darurat dan maslahat, didalamnya, disuguhkan terkait berbagai
metode bagi pengembangan hukum Islam tentang darurat dan maslahat serta
penerapan fleksibelitas hukum dalam perspektif darurat dan maslahat.
Bab IV penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dari
pembahasan sebelumnya, terutama menjawab pokok-pokok masalah yang
telah dirumuskan. Selain itu bab ini memuat implikasi dari hasil penelitian
dan kajian tentang judul tersebut diatas.
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BAB II
SEKILAS TENTANG KONSEP DARURAT DAN MASLAHAT
A. Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif Darurat
1. Pengertian Darurat
Darurat menurut bahasa dari kata ض dan ر yang berarti mudarat
atau suatu musibah yang tidak dapat dihindari, atau tanpa ada yang dapat
menahannya.1 Ibnu Faris dalam Mu’jam Maqayis al-Lugah mengatakan
bahwa  ﱞﺿ ٌﺮ yang terdiri dari dua huruf yaitu ﺎﻀﻟا danءاﺮَﻟا mengandung tiga
pengertian pokok, yaitu pertama:ﻊﻔﻨﻟاﺎﻓﻼﺧ (lawan kata manfaat), kedua:
(berhimpunnya sesuatu) dan yang ketiga: ةﻮﻘﻟا (kekuatan).2
Akan tetapi yang menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini
adalah pengertian yang pertama yaitu lawan dari kata manfaat.
Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukan oleh ahli bahasa
tersebut, dapat disimpulkan bahwa darurat adalah kebutuhan yang sangat.
Secara terminologi, darurat itu mempunyai banyak definisi yang telah
dikemukakan oleh pakar hukum Islam, tetapi definisi-definisi tersebut
hampir sama maknanya.
Abu Bakar al-Jasas ketika berbicara tentang kelaparan yang parah
beliau mengatakan bahwa darurat disini adalah rasa takut akan ditimpa
kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebahagian anggota tubuh
bila tidak makan.3
Mustafa al-Zahqa’ mengemukakan definisi darurat sebagai berikut:
4ﺎﻋ ﻮﺟ ك ﻼﮭﻟا ﮫﺘﯿﺸﺧو ﻰﺠﻠﻤﻟا هاﺮﻋﻻا ﻰﻓ ﺎﻤﻋ ﺎﮭﻧ ﺎﯿﺼﻋ ىﺎﻋ ﺐﺗﺮﺘﯾﺎﻣ
Artinya:
1Lihat, Ali ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Jurjaniy, al-Ta’rifat, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Kitab
al-‘Arabi, t.th.) h. 180.
2Lihat, Abu al-Husain ibn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyah, Maqayis al-Lugah, Juz III
(t.t.:Ittihad al-Kitab al-‘Arabi, 2002), h. 282
3Lihat, Ahmad ibn Ali al-Makkani Abu Bakar al-Razi al-Jasas al-Hanafi, Ahkam al-
Quran, Juz 1 (t.t.: al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), h. 326.
4Lihat, Mustafa Ahmad al-Zahqa’. al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am (Damascus: Universitas
Damascus: 1961), h. 991.
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“Sesuatu yang berakibat bahaya, jika dilanggar sebagaimana halnya
dalam keadaan yang terpaksa dan ketika khawatir akan kebinasaan
kerena kelaparan.”
Al-Furu’ juga mengemukakan definisi darurat sebagai berikut :
ﻮﻠﺑ ةروﺮﻀﻟاﻤﻟا لو ﺎﻨﺘﯾ ﻢﻟ نا اﺮﺣ ﮫﻏما ﺮﺤﻟا لو ﺎﻨﺗ ﺢﯿﺒﯾاﺰھو برﺎﻗوا ﻚﻟﺎھ عﻮﻨﻤ5
Artinya:
“Darurat ialah sampainya seseorang pada sebuah batas dimana
kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan
binasa, dan keadaan ini membolehkan seseorang merubah yang
haram”.
Definisi-definisi tersebut di atas hampir sama atau mirip, yakni
hanya menyangkut darurat atau kebutuhan makan saja. Padahal pengertian
darurat itu lebih umum, selain mencakup darurat makan juga mencakup
mempertahankan diri dari penganiyaan terhadap harta dan kehormatan.
Oleh karena itu, dalam Ensiklopedi Islam disebutkan bahwa darurat
adalah suatu keadaan bahaya atau kesulitan yang bersangatan yang
menimpa diri seseorang yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan
atau penyakit terhadap jiwa, anggota badan, kehormatan, sehingga ketika
itu untuk mengatasinya dibolehkan melakukan yang haram atau
meninggalkan yang wajib.6
Wahbah al-Zuhaili mengemukakan definisi sebagai berikut:
Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat
berat yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan terjadi
kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan jiwa, anggota tubuh
kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh
atau tidak ada jalan lain kecuali mengerjakan yang diharamkan atau
meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaannya guna
5Lihat, Jalaluddin ‘Abd al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuti, al-Asybah wa al-Nazair fi al-
Furu’ (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1987), h. 61.
6Lihat, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), Ensiklopedi Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 293.
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menghindari kemudaratan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya
selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan.7
Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini mencakup
semua jenis kemudaratan, yaitu kemudaratan yang berkaitan dengan
makanan yang mengenyangkan dan obat, melakukan sesuatu perbuatan di
bawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan
sebagainya.
2. Dasar Hukum Prinsip Darurat
a. Dalil Al-Quran
Al-Quran telah menjelaskan tentang kondisi darurat itu dalam lima
ayat. Diantaranya, secara khusus, menegaskan tentang Makhmasah
(kelaparan yang parah), yaitu satu ayat dari surah al-Maidah serta beberapa
ayat lainnya. Dari ayat tersebut dipahami adanya pembolehan bagi segala
yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Ayat- ayatnya adalah:









Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai,
darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut
(nama) selain Allah. tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa
(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)
melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.8
Menurut al-Sa’ad, makna firman Allah “Tetapi barang siapa
terpaksa (memakannya”) ialah, seseorang memakan hal-hal yang
7Lihat, Wahbah al-Zuhaili, Nazariyah al-darurah al-Syar’iyyah Muqarannah Ma’al-
Qanun al-Wad’I, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), h. 67-68.
8Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tarsifnya, Juz II, (Jakarta: PT. Pena Pundi
Aksara, 2002), h. 27.
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diharamkan tersebut semata-mata kerena memang terpaksa. Bukan malah
dengan menikmati atau merasakan enaknya. Itu berarti ia menginginkanya.
Adapun firman Allah “dan tidak (pula) melampaui batas” ialah
memakanya hingga sampai batas kenyang.9
Sedangkan menurut Mujahid, Ibn Jubair dan lainnya, makna firman
Allah “tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena dan
tidak pula melampaui batas” ialah keingina dan tindakan berlebihan yang
merugikan kaum muslimin. Jadi masuk dalam kategori yang
menginginkanya dan yang melampaui batas ialah para penyamun, orang
yang menentang penguasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Agama,
orang yang bepergian untuk tujuan memutus hubungan kekeluargaan,
orang yang hendak menyerang kaum muslimin dan lain sebagainya.
Pendapat tersebut dibenarkan oleh al-Qurtubi. Sebab, makna asal
kalimat al-baghyu dalam pengertian bahasa ialah bermaksud membuat
kerusakan. Al-Qurtubi berkata, Allah membolehkan seseorang memakan
semua yang diharamkan dalam keadaan darurat, kerena ia tidak sanggup
mendapatkan semua yang dibolehkan itulah yang menjadi syarat
diperkenankannya sesuatu yang diharamkan.10













9Lihat, Abd al-Rahman bin Nasir bin al-Sa’ad, Tafsir al-Karim al-Rahman fi Tafsir
Kalam al-Manan, juz I (t.t.: Mu’assasah al-Rasalah, 2000), h. 81
10Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr bin Farh al-Qurtubi, al-















Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi,
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini
orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu,
sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah
kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan
Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa
terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.11
Menurut al-Qurtubi, arti firman Allah, “tetapi barang siapa
terpaksa kerena lapar” ialah, barangsiapa yang karena darurat harus
memakan bangkai dan hal-hal lain yang diharamkan dalam ayat tadi.
Maksud firman Allah, “bukan karena ingin berbuat dosa” ialah, tanpa
condong pada sesuatu keharaman dalam arti tidak menginginkan dan tidak
melampaui batas. Yang dimaksud dengan tanpa condong pada suatu
keharaman ialah, tanpa punya niat berbuat maksiat.12
Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan
sesuatu dalam keadaan darurat seperti:
11Op. cit., h. 108.
12 Op. cit, h. 46.
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Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau
darah yang mengalir atau daging babi. Karena Sesungguhnya
semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain
Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha
penyayang".13












Dan Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang
halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal
Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang
diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu
memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia)
benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu
13Departemen Agama RI, Opc.Cit, h. 148
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mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang
lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.14
Makna firman Allah, “Dan mengapa kamu tidak mau memakan
dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah.
Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya
kepadamu”. Kalimat diatas seperti yang dikatakan sebagian Ulama Ahli
Tafsir ialah, kenapa kalian keberatan memakan, makanan-makanan yang
halal yang saat menyembelih sudah disebut nama Allah ? Apa yang
memerangi kalian memakannya? Sedangkan Allah telah menerangkan dan
menjelaskan apa yang diharamkan-Nya atasmu.
“Jika kamu dalam keadaan terpaksa”, yaitu berupa hal-hal yang
sebanarnya telah diharamkan atas kalian, adalah apabila kalian terpaksa
memakannya karena menahan rasa yang sudah tidak tertahankan lagi,
maka hal itu diperbolehkan kepada kalian.
“Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan
keinginanya tanpa dasar pengetahuan”. Maksudnya, kebanyakan dari
manusia itu ingin menyesatkan orang lain dengan cara mengharamkan atau
menghalalkan apa saja tanpa didasari oleh hukum Agama, tetapi apa saja
tanpa ingin menuruti keinginan nafsu mereka belaka.
“Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”,
maksudnya, yaitu orang-orang yang  melewatkan batas-batas kebenaran
kebatas-batas kebatilan, dan batas-batas kehalalan kebatas-batas
keharaman.15







15Muhammad Jamaluddin al-Qasini, Tafsir al-Qasini, Jilid 4 (cet, 1; t.t.: Darul Ihya al-





Sesungguhnya Allah Hanya mengharamkan atasmu (memakan)
bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan
menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa
memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui
batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.16
Dalam ayat-ayat ini Allah menyebutkan sejumlah makanan yang
diharamkan untuk dikonsumsi yakni berupa bangkai, darah yang mengalir,
daging babi dan hewan yang saat disembelih disebut nama selain Allah.
Melengkapi makanan-makanan tersebut, sunnah Nabi mengharamkan
setiap binatang buas yang bertaring, setiap burung yang menyambar, dan
keledai-keledai piaraan. Rasulullah saw,. bersabda:
 يِذ ِّﻞُﻛ ِﻞَْﻛأ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﻲﺒﱠﻨﻟا ﻰَﮭَﻧ َلﺎَﻗ َﺔََﺒﻠَْﻌﺛ ﻲَِﺑأ ْﻦَﻋ ُِﻊﺒﱠﺴﻟا ْﻦِﻣ ٍبﺎَﻧ
(ﻢﻠﺴﻣ هاور).
Artinya:
Diriwayatkan oleh Abu Tsa’labah radiyallahu ‘anhu,
sesungguhnya rasulullah saw., bersabda: melarang memakan setiap
binatang buas yang bertaring, (H. R. Muslim).
Ayat dan hadis diatas semuanya menuturkan pengecualian kerena
alasan darurat demi menjaga keselamatan nyawa dari kematian, sehingga
mengesampingkan adanya bahaya yang menjadi sebab pengharaman.
Sebab, dalam keadaan lapar perut besar menjadi kuat dari serangan
makanan tanpa merasa sakit, berbeda dalam keadaan biasa.
Menurt al-Bazdawi dan sejumlah Ulama Tafsir lainya, dalam
keadaan darurat adalah Allah memberikan pengecualian. Mengecualikan
dari keharaman berarti memperbolehkan. Jadi, hukum yang berlaku dalam
keadaan darurat adalah sama saja dengan yang berlaku sebelum ada




Adapun hadis-hadis Nabi saw, yang diriwayatkan mengenai
kondisi darurat, diantaranya, dua hadis yang membolehkan mengambil
buah-buahan dikebun milik orang lain.
Dan ada pula beberapa hadis yang membicarakan tentang
pembolehan bangkain itu dimakan. Antara lain:
 َأ ْﻢَُﮭﻟ ٌﺔَﻗﺎَﻧ ْﻢَُھﺪْﻨِﻋ َْﺖﺗﺎَﻤَﻓ َلَﺎﻗ َﻦﯿِﺟَﺎﺘْﺤُﻣ ِة ﱠﺮَﺤْﻟﺎِﺑ اُﻮﻧﺎَﻛ ٍﺖْﯿَﺑ َﻞَْھأ ﱠَنأ َةَﺮُﻤَﺳ ِﻦْﺑ ِِﺮﺑﺎَﺟ ْﻦَﻋ ْو
 ﻰﱠﻠَﺻ ﱡﻲِﺒﱠﻨﻟا ْﻢُﮭَﻟ َﺺ ﱠﺧََﺮﻓ ْﻢِھِﺮْﯿَﻐِﻟ(ﺪﻤﺣأ هاور). ﺎَﮭِﻠَْﻛأ ﻲِﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُ ﱠ ا
Artinya:
Dari Jabir Samrah, bahwa sebuah keluarga yang menghuni sebuah
rumah yang berada di al-Harrah17 dalam kondisi kekurangan
makanan, Jabir berkata, “Lalu unta mereka mati, atau unta milik
orang lain mati, maka Rasul memberi keringanan untuk
mengkonsumsinya” (H.R. Ahmad).
Menurut Syaukani, hadis-hadis diatas memperbolehkan orang
mengkonsumsi buah yang ada di pekarangan, atau meminum susu ternak
milik orang lain setelah terlebih dahulu memanggil beberapa kali nama
pemiliknya, tanpa membedakan apakah ia dalam kondisi darurat atau
tidak. Sebab Rasulullah mengatakan, “Apabila sesorang masuk dan ia
bermaksud mengkonsumsi buah-buahan yang ada di dalamnya”, dan
Rasul tidak membatasi makan yang dimaksud dengan berbagai batasan
dan tidak mengkhususkannya dengan waktu tertentu. Secara lahiriyah,
berarti boleh mengambil buah-buahan dalam kebun tersebut sekedar
keperluan seketika, yang dilarang hanyalah apabila melampaui ketentuan
tersebut, sedikit maupun banyak.18
Namun pembahasan darurat itu sangat terkait dengan pembahasan
maslahat yang merupakan tujuan Tuhan dalam menetapkan Syariah.
Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.




Para Pakar Hukum Islam seperti al-Syaitibi membaginya ketiga
macam, yaitu: daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini
berdasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Dari urutan
peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang
ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal
ini peringkat daruriyat menempati urutan pertama, disusul oleh Hajiyat,
dan kemudian disusul oleh tahsiniyat. Namun, disisi lain dapat dilihat
bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua
melengkapi peringkat pertama.
Yang dimaksud memelihara kelompok daruriyah adalah
memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan
manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara Agama, jiwa,
akal, keturunan, dan harta. Jangan sampai eksistensi kelima pokok ini
terancam. Kebutuhan dalam kelompok hajiyat, tidak termasuk kebutuhan
yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia
dari kesulitan dalam hidupnya.19
Jadi darurat adalah sesuatu yang tingkat keperluannya mencapai
tingkat yang paling puncak dan keadaan yang paling sulit, sehingga orang
berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, harta dan semisalnya.
Dengan demikian kemaslahatan atau maslahat lebih umum dari darurat
karena maslahat mencakup tingkat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.
Sedangkan darurat hanya terbatas pada tingkat pertama yaitu daruriyah.
3. Kaidah-kaidah tentang Darurat
Kaidah-kaidah yang merupakan cabang kaidah “al-Darar yuzal,
antara lain:
a. تارﻮﻈﺨﻤﻟا ﺢﯿﺒﺗ ةروﺮﻀﻟا
“Kemudaratan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”.
19Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, al-Munafaqat, Fil Ushul
al-Ahkam, Jilid II, (Beirut: Dar al-Ma’rifah lil al-Taba’ah Wa al-Nasyr, 1341 H), h. 4.
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Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat
yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah
keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
Pertama, kondisi darurat itu mengancam jiwa dan atau anggota
badan. Hal ini berdasarkan ayat al-Quran surah al-Baqarah/2: 177, al-
Maidah/: 105, al-An’am/6: 145, artinya menjaga jiwa (hifzu al-nafs).
Tampaknya, semua hal yang terlarang dalam rangka mempertahankan
Maqasid al-Syari’ah termasuk kondisi darurat dalam arti apabila hal
tersebut tidak dilakukan maka Maqasid al-Syari’ah terancam, seperti
boleh memukul orang  apabila akan merebut harta milik kita.
Demikian pula boleh menangkap dan menghukum pelaku
pornografi dan pornoaksi adalah untuk menyelamatkan keturunan (Hifzu
al-Nasl). Demikian pula memerangi pemberontakan (Hifzu al-Ummah).
Kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti
tidak melampaui batas.
Ketiga, tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan
yang dilarang.
b. ﺎھ رﺪﻘﺑ رﺪﻘﺗ تاروﺮﻀﻟا
“Keadaan darurat, ukuranya ditentukan menurut kadar
kemudaratannya” ﺎھ رﺪﻘﺑ رﺪﻘﯾ تارو ﺮﻀﻟا ﺢﯿﺑاﺎﻣ“Apa yang dibolehkan kerena
darurat diukur sekedar kemudaratannya”
Kedua kaidah di atas sesungguhnya membatasi menusia dalam
melakukan yang dilarang karena kondisi darurat. Seperti telah dijelaskan
bahwa melakukan yang haram karena darurat tidak boleh melampaui
batas, tetapi hanya sekedarnya.
Contoh: seorang dokter dibolehkan melihat aurat perempuan yang
diobatinya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan, itupun apabila tidak
ada dokter perempuan. Orang yang kelaparan hampir mati hanya boleh
makan yang haram sekedar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh
makan sampai kenyang.
c. نﺎﻜﻣﻻا رﺪﻘﺑ لا ﺰﯾ رﺮﻠﻀﻟا
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“Kemudaratan harus ditolak dalam batas-batas yang
memungkinkan”
Tindakan Abu Bakar dalam mengumpulkan al-Quran demi
terpeliharanya al-Quran; usaha damai agar tidak terjadi perang; usaha
kebijakan dalam ekonomi, agar rakyat tidak kelaparan adalah di antaranya
contoh penerapan kaidah tersebut.20
d. رﺮﻀﻟ ﺎﺑ لا ﺰﺑ ﻻ رﺮﻀﻟا
“kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan lagi”.
Kaidah ini semakna dengan kaidah “kemudaratan tidak boleh
dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding”. Maksud kaidah ini
adalah kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan
kemudharatn lain yang sebanding keadanya, misalnya, seorang debitor
tidak mau membayar utangnya padahal waktu pembayarannya sudah
habis.
Maka dalam hal ini tidak boleh kreditor mencuri barang debitor
sebagai pelunasan terhadap utangnya. Contoh lain seperti orang yang
sedang kelaparan tidak boleh mengambil barang milik orang lain yang
juga sedang kelaparan.
e.  رﺮﻀﻟا ﻞﻤﺘﺤﯾمﺎﻌﻟا رﺮﺼﻟا ﻞﺧﻻ صﺎﺨﻟا
“kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak
kemudratan yang bersifat umum”
Contoh penerapan kaidah ini banyak sekali, diantaranya:
1. Melarang tindakan hukum seseorang yang membahayakan
kepentingan umum. Misalnya, mempailitkan suatu perusahaan
untuk menyelamatkan para nasabah.
2. Menjual barang-barang debitor yang telah ditahan untuk
membayar utangnya kepada kreditor.




4. Memenjarakan orang yang menolak memberikan nafkah kepada
orang-orang yang wajib dinafkahinya.21 Semakna dengan kaidah
ini adalah kaidah:
“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang
lebih besar mudsaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan dari
mudaratnya”. Contohnya: dibolehkan seorang dokter mengoperasi wanita
meninggal yang sedang mengandung untuk menyelamatkan bayi yang
masih hidup dalam perutnya.
Apabila si ibu masih hidup, maka mengoperasian ibu yang sedang
hamil boleh dilakukan meskipun mengakibatkan bayi dalam perutnya
meninggal. Dalam hal ini membiarkan si ibu meninggal lebih mudharat
dari pada bayi yang ada dalam perutnya.
f. ﻒﺧﻻا رﺮﻀﻟﺎﺑ لاﺰﯾ ﺪﺷﻻا رﺮﻀﻟا
“Kemudaratan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan
yang lebih ringan”.
Kaidah ini biasanya disingkat: ﺎﻨﯾ رﺮﻀﻟا ﻒﺧ ﺎﺑ ﺬﺧﻻ “Mengambil
yang mudharatnya lebih ringan” “Dilaksanakanya yang khusus untuk
menolak kemudaratan yang umum”. Contohnya: apabila tidak ada yang
ingin mengajarkan Agama, al-Quran dan Hadis dan ilmu yang berdasarkan
Agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Contoh lainya: sanksi-
sanksi yang diterapkan berhubungan dengan maksiat (kejahatan) baik
berupa sanksi hudud, kisas, diat, dan ta’zir, semuanya berkaitan dengan
kaidah tersebut.22
g. ا ﺔﻟ ﺰﻨﻣ ل ﺰﻨﺗ ﺔﺟ ﺎﺤﻟاﺔﺻ ﺎﺧ وا نﺎﻛ ﺔﻣ ﺎﻋ ةرﺮﻀﻟ
“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik
umum maupun khusus”
Al-Hajah adalah suatu keadaan yang menghendaki agar seseorang
melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya
berlaku, karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-
21Ibid., h. 77.
22 Ibid,. h. 75.
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Darurah dan al-Hajah adalah: Pertama, di dalam kondisi al-darurah, ada
bahaya yang muncul.
Sedangkan dalam kondisi al-Hajah, yang ada hanyalah kesulitan
atau kesukaran dalam pelaksanaan hukum. Kedua, di dalam al-darurah,
yang dilanggar perbuatan yang haram li zatihi seperti makan daging babi.
Sedangkan dalam al-Hajah, yang dilanggar adalah haram li gairihi. Oleh
karena itu ada dabit yang menyebutkan bahwa: “Apa yang diharamkan
karena zatnya, dibolehkan karena ada al-Hajah”.
Karena kebolehan melanggar yang haram inilah, kedudukan al-
Hajah ditempatkan pada posisi al-Darurah. Contoh lain tentang al-Hajah
adalah: dalam jual beli, objek yang djual telah wujud. Akan tetapi, atau
kelancaran transaksi, boleh menjual barang yang belum wujud jika sifat-
sifat atau contohnya telah ada. Inilah yang disebut dengan bai’ al-Salam
(jual beli salam).
h. ﺎھ د ﻮﺟو ﻞﺒﻗ ﺢﺒﺘﺴﺗ ﻢﻟ  ﺔﺟ ﺎﺤﻟاو  ةروﺮﻀﻠﻟ ﺖﺤﯿﺑا ﺔﺼﺧر ﻞﻛ
“Setiap keringanan yang dibolehkan kerena al-hajah, tidak boleh
dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-Hajah”.
Contohnya: memakan makanan yang haram, hanya dapat dilaksanakan
setelah terjadinya kondisi darurat atau al-Hajah, misalnya tidak ada
makanan lain yang halal.23
i. ﮫﻨﻋ ﻰﮭﻨﻣ ﺎﺣ ﻼﺻ ﻊﻓد وا ادﺎﺴﻓ ﺮﺟ فﺮﺼﺗ ﻞﻛ
“Setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau
menolak kemaslahatan adalah dilarang” contohnya: menghambur-
hamburkan harta atau boros tanpa ada manfaatnya. Contoh lainnya:
melakukan akad riba, penjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk





Bertitik tolak dari beberapa definisi yang telah disebutkan, maka
dapat dipahami bahwa harus ada penetapan batasan-batasan (dhawabit)
bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang
dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan
yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat itu. Oleh karena
itu, jelaslah bahwa tidak semua orang yang mengklaim adanya darurat.
Untuk membatasi pengertian darurat dapat ditarik tiga pemahaman dengan




Maka barang siapa yang terpaksa (memakanya) sedang ia tidak
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak
dosa baginya.
Para ahli tafsir mengemukakan bahwa Allah swt., mengharamkan
beberapa jenis makanan, kecuali dalam kondisi darurat, dengan dua syarat,
yaitu: (1) dalam kondisi sangat lapar, dan tidak ditemukan makanan untuk
mempertahankan hidup. Orang yang mengalami keadaan demikian disebut
sebagai orang yang terpaksa karena kondisi, (2) orang yang dipaksa oleh
seseorang agar memakan yang haram, sehingga yang haram itu menjadi
halal baginya.
Berdasarkan dari keterangan-keterangan tersebut, dapat dipahami
bahwa kondisi dari batasan darurat adalah keadaan terancamnya jiwa
seseorang yang sangat mengkhawatirkan jika pada saat tersebut tidak
memakan makanan.
Untuk memegang (dalil) darurat dalam bidang tasyri’ (penetapan
hukum syariat) tersebut, haruslah dalam lingkup syariat Islam. Ia adalah
bagian darinya, memiliki sifat-sifat khusus dan kelebihan tersendiri. Ia
pada hakikatnya merupakan pemandu (taufiq) antara tasyri’ teladan yang
dimaksudkan untuk memperbaiki manusia dan mengangkat martabatnya
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dan antara kejadian spontanitas dan kejadian yang datang kemudian dan
tidak mungkin untuk dilepaskan.
Jadi, ia bertujuan untuk memelihara keseimbangan antara dua hal
ini tanpa berlepas diri ataupun menutup diri. Dan yang penting dalam
semua ini ialah memelihara tujuan-tujuan syara’, mempertahankan kaidah-
kaidah dan undang-undangnya.
Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian
darurat ini adalah sebagai berikut:
a. Darurat tersebut harus sudah ada, bukan masih ditunggu, dengan kata
lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu
betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan
kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika
seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima
kebutuhan yang sangat mendasar yang disebutkan sebagai sesuatu yang
dipelihara oleh Agama-Agama dan syariat-syariat langit, yaitu Agama,
jiwa, kehormatan, akal dan harta.
Pada saat itu, maka seseorang boleh berpegang dengan ketentuan-
ketentuan hukum kekecualian guna menghindari bahaya, sekalipun hal
itu dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan bagi orang lain, karena
berpegang dengan kaidah “Apabila kita dihadapkan kepada dua
mafsadat, maka dipeliharalah yang terbesar mudaratnya dengan jalan
memilih mudaratnya yang paling ringan”.
b. Orang yang terpaksa itu tidak mempunyai pilihan lain kecuali
melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara’, atau tidak
ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain
melanggar hukum.
c. Hendaknya dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang
dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang
dibolehkan seseorang melakukan yang haram. Kemudaratan itu
memang memaksa dimana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa
atau anggota badan, seperti, jika seseorang dipaksa untuk memakan
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bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya jiwa atau
sebagian anggota tubuhnya, sedangkan dihadapanya ada yang halal dan
baik, atau ia khawatir akan tidak kuat berjalan, sehingga ia tertinggal
tanpa teman, atau ia tidak kuat menunggangi hewan tunggangannya.
d. Adanya orang yang terpaksa tidak melanggar prinsip-prinsip syara’
yang pokok yang telah disebut, berupa memelihara hak-hak orang lain,
menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudaratan
serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok aqidah Islam,
umpanya diharamkan zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam
kondisi bagaimanapun, karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan
oleh esensinya.
e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri padahal yang dibenarkan
melakukannya, karena darurat dalam pandangan jumhur fuqaha pada
batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya, guna
menghindari kemudaratan, karena membolehkan yang haram itu adalah
darurat dan darurat dinilai menurut tingkatanya.
f. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram itu dipakai
berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya, baik dalam masalah
Agama maupun ilmunya dan tidak ada obat selain dari yang
diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram,
sehingga syarat-syaratnya yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa
melakukan yang haram itu merupakan satu-satunya jalan baginya.25
g. Menurut pandangan aliran Zahiriyah, harus berlaku satu hari dan satu
malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan, tanpa
memperoleh makanan yang halal dan didapatinya tidak ada makanan
kecuali yang haram.
Penetapan batas waktu demikian (sehari dan semalam) berdasarkan
hadis Rasulullah saw., mengenai pembolehan makan bangkai, yang berarti
25Ahmad al-Syarbashi, Yas’alunaka fi ad-Din wa al-Hayah, diterjemahkan oleh Ahmad
Subandi dengan Judul, Yas’al-Naka: Tanya Jawab Lengkap Tentang Agama Dan Kehidupan,
Buku II (cet. I; Jakarta: Lentera, 1999), h. 313.
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apabila telah datang pagi dan sore seseorang tidak dapat memperoleh
makanan untuk masa tersebut ataupun susu yang bisa diminum.
Oleh karena itu, kaum muslim tidak boleh sembarangan dalam
menggunakan kaidah ini dan perlu memperhatikan dua perkara berikut
dalam penerapanya:
1. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama, sama-
sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing
tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun
melaksanakan larangannya) maka yang harus dipilih adalah mana
diantara keduanya dharar tersebut yang paling ringan. Disinilah
kaidah akhafful ad-dhararayn tersebut berlaku.
2. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukanya sama-sama
bahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing bisa
dihindari (baik dengan melaksanakan perintah ataupun
meninggalkan larangan), maka tidak diperbolehkan memilih mana
di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Dalam hal ini,
kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak berlaku.
Ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di
antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak
ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya.
Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak bisa
dipergunakan.26
B. Fleksibelitas Hukum Islam dalam perspektif Maslahat
1. Pengertian Maslahat
Maslahat berasal dari kata shalaha ( ﺢﻠﺻ ) dengan penambahan
“alif” di awalnya yang berarti secara bahasa “baik” lawan dari kata
“buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti kata shalah ( ح ﻼﻠﺻ )
yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya”. Pengertian maslahat dalam
26H. M. Gazali Suyuti, M.Hi, Konsep Darurat dalam Al-Quran, (Cet. I; Alauddin
Universitas Press, 2011), h. 65-72.
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bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada
kebaikan manusia”.
Menurut pendapat para Ulama dalam mendefinisikan maslahat
antara lain:
a. Al-Ghazali dan Al-Khawarizmi, menjelaskan bahwa menurut asalnya
mashlahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan)
dan menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahat
adalah: ع ﺮﺸﻟا د ﻮﺼﻘﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻈﻓ ﺎﺤﻤﻟا
Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)
b. Al-‘Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Quwa’id al-Ahkam,
memberikan arti maslahat dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan
dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazinya adalah “sebab-sebab
yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini
didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu:
kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
c. Al-Syatibi, mengartikan maslahat itu dari dua pandangan, yaitu dari
segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya
tuntutan syara’ kepada maslahat.
1) Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti:
Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia,
sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat
shawati dan aklinya secara mutlak.
2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara’ kepada maslahat, yaitu
kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara’.
Untuk menghasilkan Allah menuntut manusia untuk berbuat.
Secara sederhana Maslahat itu di artikan dengan sesuatu yang baik
dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti
bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas. Setiap suruhan Allah dapat
dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung
kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah
atau tidak. Suruhan Allah untuk berzikir dan shalat disebutkan sendiri
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Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan)
keji dan mungkar.27





Ketahuilah bahwa dengan berdzikir itu hati akan tentram.








Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk)
berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dari
syaitan dan oleh kerenanya jauhilah.28
Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui alasanya
oleh akal, seperti suruhan melakukan shalat zhuhur setelah tergelincir
matahari. Namun tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa tujuan, Cuma
tujuanya belum dapat dicapai oleh akal manusia.29
2. Pembagian dan Bentuk-Bentuk Maslahat
a. Pembagian Maslahat
Adapun pembagian Maslahat dibawah ini sebagai berikut:
27 Loc. Cit, h, 411.
28 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Juz III (Cet; 2010: Lentera Abadi,
Jakarta), h. 12.




Terdiri dari dua kata yang berhubungan, keduanya dalam bentuk
sifat-mausuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukan bahwa ia
merupakan bagian dari al-maslahah telah dijelaskan diatas, secara
etimologi (bahasa) dan terminologis (istilah).
Al-Mursalah ( ﺔﻠﺳ ﺮﻤﻟا ) adalah isim maf’ul (objek) dari fi’il madhi
(kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf), yaitu را ﻞﺳ
dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi ﻞﺳرا .
secara etimologis artinya “terlepas”, atau dalam arti ﺔﻘﻠﻄﻣ (bebas). Kata
“terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata maslahat
maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan
boleh atau tidak bolehnya dilakukan”.
2) Maslahat al-mu’tabarah
Yang dimaksud dengan al-maslahat al-mu’tabarah adalah
maslahat yang keberadaanya diakui oleh syariat dan mempunyai dalil yang
jelas yang memayungi dan menjadi pijakan dasarnya.30 Maslahah ini dapat
diidentifikasi melalui analisis dalil yang menjadi pijakannya.
Apabila dijumpai sebuah nash hukum, baik yang mengandung
perintah maupun larangan, kemudian disusul dengan menyebutkan nilai
maslahat dari larangan tersebut, maka kategori seperti ini disebut dengan
al-maslahat al-mu’tabarah.
Menurut al-Syatibi maslahat mu’tabarah dapat dibedakan kepada
tiga macam:
a. Maslahat daruriyyat adalah maslahat yang bersifat esensial bagi
manusia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah maslahat yang
berhubungan dengan Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
b. Maslahat hajiyyat adalah maslahat yang dapat menghindari
manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
30Lihat, Al-Gazali, al-Mustafa Min ‘Ilm al-Usul, Jilid. I, (Cet.II; Beirut: al-Resalah,
1997), h. 414.
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c. Maslahat tahsiniyyah adalah maslahat yang bersifat menunjang
peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan
Tuhannya.31
3) Maslahat al-Mulgah
Maslahat mulgah adalah bentuk maslahat yang berlawanan dengan
ketentuan nash. Oleh karena itu, maslahat semacam ini tertolak dan tidak
bisa dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum karena
bertentangan dengan dalil nash yang jelas, di antara contoh yang termasuk
kategori maslahat seperti ini yang dikemukakan oleh ulama adalah
mencari keuntungan atau menolong orang lain dengan jalan riba.
Meskipun secara lahiriyah aktivitas seperti ini memberikan
keuntungan dan menjadi solusi bagi orang yang kesulitan keuangan, tetapi
dari perspektif syariat tidak dapat ditolerir karena jelas-jelas bertentangan
dengan dalil-dalil nash, baik al-Quran maupun Hadis. Sehubungan dengan





Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat diatas secara tegas mengaharamkan praktek riba. Oleh Karena
itu, menjadikan riba sebagai jalan untuk mencari kekayaan adalah tidak
sah secara Syariat, karena aspek maslahat yang terdapat pada riba sangat
jelas bertentangan dengan nash Al-Quran. Hal seperti inilah yang disebut
dengan maslahat al-Mulgah.32
b. Bentuk-Bentuk Maslahat
Adapun bentuk-bentuk Maslahat sebagai berikut:
31Abu Ishak al-Syathibi, Al-Muwafaqat, Jilid II, (Cet. I; Mamlakah al-‘Arabiyah al-
Su’udiyah: Dar Ibn Affan, 1997), h. 17.
32Lihat, Abd. Al-Karim Zaidan, al-Waj iz Fi Ushul al-Fiqh, (Cet. VII; Beirut: al-Resalah,
1998), h. 236.
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1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia
yang disebut ﻊﻓ ﺎﻨﻤﻟا ﺐﻠﺧ (membawa manfaat). Kebaikan dan
kesenangan itu ada yang langsung di rasakan oleh yang melakukan
saat melakukan perbuatan yang disuruh itu.
Ibarat orang yang sedang haus meminum-minuman segar. Ada juga
yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu
melaksanakannya, tidak di rasakan sebagai suatu kenikmatan tetapi justru
ketidakenakan. Seperti orang yang sedang sakit malariah disuruh
meminum pil kina yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk
mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini.
2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang
disebut “menolak kerusakan”. Kerusakan dan keburukan itu ada
yang langsung di rasakannya setelah melakukan perbuatan  yang
dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat, dirasakannya  sebagai
suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan
keburukannya. Umpannya berzina dengan pelacur yang berpenyakit
atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.
Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik
buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang
menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi
kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Tuntutan
kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurtan,
peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder dan tertier.
Adapun tingkat kebutuhan-kebutuhan yang disebut diatas tadi
yaitu:
a. Kebutuhan Primer/ dharuri
Kebutuhan tingkat “primer” adalah sesuatu yang harus ada
untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia
tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.
Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau
kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan peringkatnya adalah:
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Agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan (harga diri). Kelima hal tersebut,
disebut “dharuriyat yang kelima”.
b. Kebutuhan Sekunder/hajiyat
Tujuan tingkat “sekunder”  bagi kehidupan manusia adalah
sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak
mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak
terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau
merusak kehidupan itu sendiri.
c. Kebutuhan Tertier/Takhsiniyat
Tujuan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada
untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan
tertier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan
menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk
kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam
tingkat ini disebut “takhsiniyat”.
Tujuan takhsiniyat ini tidak menimbulkan hukum wajib pada
perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada
yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya
(dharuri dan hajiyat).
3. Kedudukan dan Kehujjahan Maslahat dalam Hukum Islam
Dalam sub ini akan dikaji bagaimana kedudukan maslahat dalam
hukum Islam serta kehujjahan untuk dijadikan pedoman dan sumber dalam
penetapan hukum. Jika sumber hukum itu dilihat dari sisi penggunaannya,
maka akan terbagi menjadi dua bagian, antara lain: Pertama, dalil
(sumber) hukum Islam yang disepakati oleh jumhur. Kedua, dalil hukum
Islam yang tidak disepakati (diperselisihkan).
Dalil (sumber) hukum yang disepakati oleh para fuqaha yaitu, al-
Quran, Hadis, Ijma, Qiyas. Apabila dalam hadis tidak ditemukan dalilnya,
maka dicari ketentuannya dalam ijma’, jika ditemukan harus diikuti.
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Selanjutnya apabila dalam ijma’ tidak dijumpai ketentuannya, maka
ditempuhlah upaya ijtihad dengan pendekatan qiyas.















Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu)
dan lebih baik akibatnya.33
Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa maslahat yang menjadi fokus
pembahasan disini, posisi dan kehujjahan dalam term ushul fiqh termasuk
diperselisihkan. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, bahwa pada prinsipnya pada mujtahid tidak menafikan
keberadaan maslahat, hanya dalam pengaplikasian mereka mempunyai
strategi dan cara yang berbeda.
Secara umum dapat digambarkan bahwa pandangan ulama dalam
menyikapi maslahat sebagai hujjah dalam penetapan hukum terbagi
kepada empat bagian, antara lain:
33Departemen Agama RI. Op. Cit, h. 128.
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a. Menolak maslahat selama tidak didukung oleh sumber pokok (al-
Quran dan hadis). Jika berdasarkan pada kandungan syara’ secara
nyata, maka ia dikategorikan qiyas.
b. Maslahat dapat diterima apabila sesuai dengan prinsip maqashid
syari’ah.
c. Maslahat dapat diterima apabila mendekati makna ashl dari sumber
pokok (al-Quran dan hadis), meskipun secara langsung tidak
bersandar pada sumber pokok yang berdiri sendiri.
d. Maslahat dapat diamalkan apabila berada pada level darurat yang
pasti serta qath’i.34
Dari peta pemikiran yang di ungkapkan diatas, sesungguhnya ulama
mencoba memberikan syarat-syarat tertentu, agar maslahat diterapkan
bukan karena mengandalkan logika dan rasio semata, tetapi berupaya
memformulasikan setiap pemikiran di atas konstruk syari’ah, dengan
menghubungkan realitas yang berkembang. Dalam memberi justifikasi
tentang kekuatan maslahat sebagai rujukan serta sumber hukum, para
mujtahid mengemukakan tiga alasan sebagai berikut:
1) Praktek para sahabat yang telah banyak melakukan kebijakan
berdasarkan pertimbangan maslahat, beberapa contoh yang dapat
dikemukakan antara lain:
a) Kasus pengumpulan al-Quran yang dilakukan pada zaman
khalifah Abu Bakar, dengan alasan khawatir akan hilang sebagian
setelah meninggalnya sekitar 700 penghafal al-Quran akibat
perang Yamamah, serta banyaknya mushaf yang berserakan
diberbagai tempat. Berdasarkan argumen itulah Abu Bakar
mengambil inisiatif seperti itu, walaupun ditentang oleh beberapa
sahabat karena menganggap ide itu menyalahi ketentuan nash dan
tidak pernah dilakukan serta dianjurkan oleh Nabi.
b) Beberapa kasus yang dilakukan pada zaman Umar. Kasus tersebut
antara lain: ketika Umar tidak memberikan bagian zakat kepada
34Op.cit, h. 434-435
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golongan muallafah qulubuhum, yaitu golongan yang dalam al-
Quran disebut sebagai salah satu yang berhak mendapat
pembagian zakat.
c) Pembukuan al-Quran yang diprakarsai khalifah Usman.
d) Fatwa Ibnu Abbas tentang taubatnya seorang pembunuh. Sebagai
diketahui bahwa suatu ketika Ibnu Abbas didatangi oleh seorang
dan bertanya: “Apakah seorang pembunuh dapat diterima
taubatnya oleh Allah swt.,?”. Ibnu Abbas r.a menjawab: “tidak,
dia akan dimasukkan di neraka”. Dalam peristiwa lain, beliau
didatangi oleh seseorang yang bertanya mengenai hal yang
serupa. Ibnu Abbas meberi jawaban: “pembunuh dapat diterima
taubatnya oleh Allah swt.,”
Melihat jawaban Ibnu Abbas yang berbeda-beda, dapat memberi
kesan kalau ia seorang yang tidak konsisten dalam pemikiran. Jawaban
pertama diberikan oleh Ibnu Abbas r.a, karena diperkirakan orang tersebut
masih akan melakukan pembunuhan. Sementara pada jawaban berikutnya,
dilakukan terhadap orang yang dinilai sangat menyesali perbuatanya.
Alasan Ibnu Abbas pada orang pertama dilakukan agar tidak lagi
terulang kejadian yang serupa. Sementara pada orang kedua dilakukan
demi menghibur orang yang baru saja melakukan pembunuhan untuk tidak
berputus asa. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dilandasi
oleh semangat dan prinsip kemaslahatan.
2) Maslahat menjadi implementasi maqasid al-syari’ah, artinya dengan
menerapkan konsep maslahat berarti telah merealisasikan maqasid
al-syari’ah, sebaliknya mengesampingkan maslahat sama dengan
menafikan maqasid syari’ah.
3) Jika mengabaikan maslahat dalam setiap kasus yang diyakini
mengandung kemaslahatan yang didukung syara’, maka orang-orang
mukallaf menjerumuskan dirinya kepada kesulitan dan kesempitan.












Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki
kesukaran bagimu.36
Penerapan maslahat sangat terkait dengan kondisi dan situasi yang
melingkupnya, artinya maslahat diterapkan karena adanya tuntutan yang
begitu kuat untuk mengambil kebijakan hukum yang memihak
kepentingan masyarakat demi menghindar dari kerusakan atau kebinasaan.
Karena itu, penerapan maslahat sebagai sumber hukum harus memenuhi
empat kriteria sebagai berikut:
a. Maslahat bertujuan untuk menyempurnakan maksud dan tujuan syara’.
b. Penggunaan maslahat harus seimbang, mudah dicerna, dan dapat
diterima secara logis.
c. Penggunaannya harus bisa mengatasi kesulitan serta memberi manfaat
serta keuntungan.
d. Maslahat harus mengutamakan kepentingan umum.
Alasan ynag dikemukakan diatas, kiranya lebih memperjelas tentang
eksistensi maslahat sebagai sumber hukum. Secara obyektif, dengan
melihat situasi kekinian dan kemaslahatan manusian yang senantiasa
bergerak dinamis, maka maslahat sebagai salah satu alternatif untuk
dijadikan landasan hukum menjadi sebuah keniscayaan. Karena itu,
dengan tetap dalam koridor nash maka sesungguhnya konsep ini
menawarkan sesuatu yang komprehensif dan inisiatif, untuk dijadikan
35Opc. Cit, h. 523.
36Ibid, 45.
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pedoman dalam pengambilan hukum tanpa timbul rasa kekhawatiran
dan keraguan.
Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa keberadaan maslahat
untuk dijadikan landasan dan sumber dalam penetapan hukum, memiliki
pondasi dan pijakan yang jelas. Bukan hanya dalil argumentatif, tetapi juga
legitimasi dari syara’. Setidaknya landasan itu terangkum dalam tiga hal
yaitu: Pertama, landasan historis, dimana para sahabat serta
mempraktekannya. Kedua, petunjuk dari al-Quran serta hadis, yang intinya
agar manusia selalu mencari solusi terbaik untuk kehidupannya. Ketiga,
kondisi kekinian berubah, dan hal tersebut menjadi bagian dari
sunnatullah.
4. Urgensi Maslahat dalam Prospektif Pengembangan Hukum Islam.
Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam pada
periode modern mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan
hukum Islam. Metode yang dikembangkan para pembaharu dalam
menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Secara umum
metode yang dikembangkan oleh pembaharu hukum Islam dalam
menangani isu-isu hukum masih bertumpu pada pendekatan yang adhoc
dan terpilah-pilah dengan mengeksploitasi prinsip takhayyur dan talfiq.37
Penerapan metode yang tidak proposional tentu saja belum mampu
menghasilkan hukum yang komprensif. Itulah sebabnya Yurisprudensi
legislasi Islam kaum modernis (pembaharu), agar bersifat logis dan
permanen tengah membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten.
Dengan kata lain kebutuhan mendesak para pembaharu Islam
sekarang ini jika mereka ingin menghasilkan hukum Islam yang
konprehensif dan berkembang secara konsisten adalah merumuskan suatu
metodelogi sistimatis yang mempunyai akar Islam yang kokoh.
37Lihat, J.N.D. Anderson, Law Reform In The Muslim World (London: University of
London the Athon Pres, 1976), H. 42.
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Kelebihan utama maslahat dalam menyelesaikan persoalan hukum
adalah alasan mendasar yang diangkat sebagai sebuah maslahat. Dalam
artian bahwa pendekatan yang dipakai lebih memprioritaskan pada konteks
masalah, kemudian dianalisa alasan-alasan ynag muncul dengan melihat
latar sosiologi, budaya serta aspek kemanusiaan kemudian dihubungkan
dengan teks nash. Sebagai contoh, dalam persoalan kewarisan bagi
perempuan.
Menurut ketentuan hukum sesuai nash al-Quran, pembagian laki-
laki dengan perempuan 2:1. Belakangan konsep ini mulai digugat oleh
beberapa pakar hukum Islam baik di dalam maupun diluar negeri, agar
pembagiannya lebih menampakkan kesetaraan antara laki-laki maupun
perempuan bisa berubah menjadi 1:1.
Dalam rangka pengembangan hukum, maka penting kedudukannya
menganalisa kandungan nash. Untuk hal tersebut, ada dua hal corak
analisa ijtihad yang biasa dipakai yaitu corak penalaran ta’lili serta corak
penerapan istihsan.
Penalaran ta’lili adalah upaya penggalian hukum yang bertumpu
pada penentuan ‘illat hukum yang terdapat dalam suatu nash.
Perkembangan corak ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Quran
maupun hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian
diiringi dengan penyebutan illat hukumnya.38
Atas dasar illat yang terkandung di dalam suatu nash,
permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh
mujtahid pemecahanya melalui penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam
nash tersebut. Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih corak penalaran
ini banyak digunakan dalam qiyas dan istihsan.
Sedangkan penalaran istihsan adalah upaya penggalian hukum
yang bertumpuh pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan dari
al-Quran dan hadis. Artinya, kemaslahatan itu tidak dapat dikembalikan
kepada suatu ayat atau hadis secara langsung baik melalui proses
38 Ibid, h. 133
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penalaran bayani maupun ta’lili, melainkan dikembalikan kepada prinsip
umum kemaslahatan yang dikandung oleh nash. Corak inilah yang banyak
digunakan dalam maslahat.
Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa, bahwa pemakaian maslahat
dilatari oleh empat hal:
a. Jalb al-Masalih, (menarik maslahat), yaitu melakukan tindakan-
tindakan serta kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan
manfaat yang seluas-luasnya terhadap kehidupan suatu
masyarakat. Misalnya, pemungutan pajak secara adil, dan
diperuntukkan bagi kepentingan umum.
b. Dar al-Mafasid (menolak mafsadat), yaitu membuat ketentuan-
ketentuan serta kebijakan yang dapat mengarah kepada
terciptanya ketidak stabilan masyarakat yang akhirnya dapat
menimbulkan kehancuran, baik kehancuran fisik maupun
kehancuran moral. Misanya, penalaran pemakaian minuman
keras dan sebagainya.
c. Saad al-Dzari’ (menutup jalan), yaitu mengambil kebijakan
dengan menutup segala hal yang dapat memberi peluang kepada
perbuatan yang melanggar ketentuan syara’, baik disengaja
maupun tidak disengaja. Misalnya, menutup/membatasi tempat
hiburan malam yang tidak sesuai ketentuan, karena
dikhawatirkan orang yang ke sana dapat terjerumus kepada
perbuatan dosa.
d. Taghayyur al-Zaman (perubahan zaman), yaitu keputusan hukum
diambil karena terjadi perubahan kondisi dan situasi.
Dari beberapa penjelasan ynag diungkapkan di atas, memberi
ketegasan bahwa metode maslahah sangat relevan untuk diterapkan
khususnya dalam upaya pengembangan hukum Islam. Dengan pendekatan
ini para mujtahid akan bisa menyelesaikan berbagai problema hukum yang
dihadapi masyarakat. Sebab dalam situasi dimana permasalahan baru
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senantiasa bermunculan, konsep ini dapat membantu memberikan jalan
keluar yang komprehensif.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi sekarang dan
yang akan datang akan senantiasa muncul persoalan-persoalan baru yang
membutuhkan jawaban hukum. Untuk itu, pengembangan hukum Islam
jelas menjadi sebuah kebutuhan. Dan dalam pengembangan tersebut harus
diujung sebuah metode yang refresentatif dan komprehensif. Dan
kemudian pilihan yang tepat adalah maslahat.
47
BAB III
TINJAUAN KHUSUS TENTANG FLEKSIBELITAS HUKUM ISLAM
DALAM PERSPEKTIF DARURAH DAN MASLAHAT
A. Kajian Hukum Islam Tentang Darurat dan Maslahat
1. Hukum Islam dan Keluwesannya
Sebelum membahas tentang fleksibelitas hukum Islam, penulis
terlebih dahulu akan menguraikan tentang kondisi objektif hukum-hukum
fikih yang ada sekarang. Uraian itu dimaksudkan untuk memberi
gambaran bahwa hukum Islam mempunyai sifat fleksibelitas dan dinamis
dalam menjawab tantangan zaman.
Seperti diketahui, pada periode keemasan hukum Islam
berlangsung selama 250 tahun, yakni sejak awal Abad kedua sampai
pertengahan Abad keempat Hijriah. Adapun setelah itu, hukum Islam
mengalami periode taklid dan kebekuan, bahkan sampai pada penutupan
pintu ijtihad. Hukum fikih yang diamalkan umat Islam serkarang ini pada
umumnya merupakan hukum fikih rumusan Mazhab-Mazhab Hanafi,
Maliki, Syafi’i, dan Hanabilah, padahal hasil ijtihad ulama-ulama tersebut
sudah berumur 10 Abad.
Limit waktu yang begitu panjang tentu telah menghasilkan banyak
perubahan dalam masyarakat. Apalagi kalau tempat atau lingkungan
tempat tinggal para mujtahid itu berbeda-beda dengan keadaan lingkungan
tempat tinggal umat Islam yang mengambil hukum-hukum fikih dari
Mazhab-Mazhab tersebut.
Suatu masalah bisa saja seorang ulama memberi fatwa yang
berbeda karena perbedaan tempat dan waktu sebagai contoh, hasil ijtihad
Imam Syafi’i di Iraq banyak yang tidak dipakai lagi di Mesir. Demikian
pula, hasil ijtihad di Mesir pada akhir Abad kedua Hijriah, tidak semuanya
dapat diterapkan di Indonesia.
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Talak (perceraian antar suami istri) di Indonesia baru di anggap sah
jika dilakukan didepan Hakim Agama pada pengadilan Agama. Hal ini
tidak menyalahi hukum Agama dan tetap sejalan dengan syariat Islam.
Tujuan Agama adalah untuk mempersulit pintu talak, mengharapkan
kemaslahatan dari kelestarian rumah tangga dan menjaga kelangsungan
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
Bila di analisis hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam al-
Quran maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan
hukum itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik
dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan
mudarat (kerusakan) dari manusia. Karena itu, hakikat dari tujuan itu
dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum fikih.
Namun hukum fikih dapat dijadikan sebagai hasil produk
pemikiran manusia bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah-ubah,
karena fikih harus mampu memberikan keputusan hukum terhadap
berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi manusia. Oleh karena itu,
peluang kajian harus senantiasa terbuka dan harus dilakukan dengan
memperhatikan implikasi-implikasi soaial dari penerapan produk-produk
pemikiran hukumnya itu, disamping tetap menjaga relevansinya dengan
kehendak dokrin-dokrin al-Quran tentang tingkah laku manusia.
Melakukan ijtihad pada zaman modern ini, bukan hanya
merupakan kebutuhan, tetapi sudah merupakan suatu keharusan bagi
masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam.1
Setelah mengamati secara sekasama, Yusuf Qardawiy
menyimpulkan bahwa kajian ijtihad dalam hukum Islam yang ideal untuk
masa kini ada dua macam,2 yaitu:
a. Ijtihad Intiqa’il (Tarjih)
1Lihat, Yusuf Qardawiy, al-Ijtihad al-Mu’asir Bayn al-Indilbath wa al-Infiraath,
diterjemahkan oleh Abu Barzani dengan judul Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dari Berbagai
Penyimpangan, (Cet I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 23.
2 Ibid, h. 24.
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Yang dimaksud dengan ijtihad intiqa’I (tarjih), ialah memilih satu
pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan
fikih Islam, yang penuh dengan fatwa dari keputusan hukum. Caranya
ialah dengan mengadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat
itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang
dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat
dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan
kaidah tarjih.
Tarjih dapat dibagi menjadi dua kelompok antara lain: pertama, al-
tarjih bain al-nasus, maksudnya menguatkan salah satu nash (ayat atau
hadis) yang saling bertentangan maknanya. Kedua, tarjih bain al-
‘Aqsiyah maksudnya, menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang
saling bertentangan.3
Fenomena seperti ini menurut Yusuf Qardawiy, bukan hal yang
tercelah atau berbahaya, akan tetapi justru sebagai bukti keluwesan
hukum Islam, kesuburan sumber-sumbernya, kekayaan fiqh Islam, dan
toleransi pada ulama Islam.4
Dengan demikian, kita harus mengadakan studi kompratif
(menyeleksi) pendapat-pendapat yang ada pada warisan fikih Islam
yang hanya itu untuk memilih pendapat yang kita pandang lebih
perkembangan zaman. Untuk itu, bisa jadi dalam masalah pertama kita
mengambil pendapat Abu Hanifah, masalah kedua mengambil
mendapat Imam Malik, masalah ketiga mengambil pendapat Imam
Syafi’i, dan masalah keempat kita berpegang kepada mazhab Ahmad
ibn Hanbal.
Lebih dari itu, dalam ruang lingkup intiqa’i (tarjih) boleh saja kita
keluar dari empat mazhab tersebut guna memilih pendapat yang
dikemukan oleh para pakar fiqh dari kalangan sahabat, tabi’in, dan para
ulama salaf yang hidup sesudah mereka.
3Lihat, Nasroen Haroen, Ushul Fiqh (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House, 1996), h.
197.
4
op. cit, h. 26-27.
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Sebagai contoh, golongan Syafi’i, Maliki dan mayoritas golongan
Hambali berpendapat bahwa sesungguhnya orang tua berhak memaksa
anak gadisnya untuk menikah dengan pria yang dikehendaki orang
tuanya, meskipun orang tuanya itu  tidak meminta persetujuan terlebih
dahulu kepada anak gadisnya, dan bahkan orang tua lebih mengetahui
kemaslahatan anaknya dan tidak mungkin mencelakakan anaknya
sendiri.
Dapat diterapkan ketika seorang gadis belum mengenal sedikitpun
keadaan calon suaminya kecuali melalui wali dan keluarganya. Tetapi
kondisi sosial zaman mereka telah memberi kesempatan luas bagi
wanita untuk belajar, bekerja, dan mengetahui berbagai permasalahan
urusan kehidupan masyarakat dan dunia internasional. Semua itu
mendorong pakar fiikih Islam komtemporer, dalam persoalan ini, untuk
memilih pendapat Abu Hanifah yang menyerahkan urusan pernikahan
kepada calon mempelai perempuan, dan mensyaratkan atas persetujuan
serta izin darinya.5
b. Ijtihad Insya’iy (kreatif)
Adapun yang dimaksud dengan ijtihad insya’i (kreatif) adalah
pengambilan konklusi hukum dari suatu persoalan yang belum pernah
dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik persoalan lama ataupun
baru.6
Faktor terpenting dalam bidang ijtihad insya’i adalah desakan zaman dan
kebutuhannya, sehingga seorang pakar fikih Islam kontemporer diharuskan
memperhatikan realita, kemudahan dan keinginan dalam hukum-hukum Islam
yang bersifat cabang (furu’) dan bersifat praktis, baik yang berkaitan dengan
masalah ibadah maupun muamalah.
Terutama dalam kaitannya dengan kepentingan umat, seorang mujtahid
dituntut agar selalu memperhatikan darurat, halangan dan kondisi-kondisi
pengecualian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mengamalkan petunjuk nash








Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak
menghendaki kesulitan.7
Salah satu contoh ijtihad zaman insya’i adalah pendapat Syaikh
Abd Allah Zaid ibn al-Mahmud, beliau mengatakan boleh mengenakan
pakaian ihram dari Jeddah bagi jemaah haji yang naik pesawat terbang.
Pendapat ini menurut Yusuf Qardawiy ini merupakan hasil jtihad insya’i
baru, sebab pesawat terbang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu.8
Alasan Abd Allah, bahwa hikmah ditetapkannya miqat-miqat haji di
tempat tertentu karena tempat-tempat itu berada pada jalur menuju
Mekkah. Untuk itu, tidak berdosa jika melampaui miqat yang ditentukan
itu meskipun masih berada di dalam pesawat dan ia dikenai dam (denda)
disebabkan pelarangan itu.
2. Mencari hukum dengan dasar Memperhatikan darurat dan masahat
Bila dianalisi hukum-hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Quran
maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Allah menetapkan hukum itu
adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam
bentuk memberikan manfaat untuk manusia, atau menghindarkan mudarat
(kerusakan) dari manusia. Karena itu, hakikat dari tujuan itu dapat
dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum fikih.
Sebagai contoh, pencakokan kornea mata dari orang yang sudah
meninggal kepada seseorang yang memerlukan pengobatan. Masalah ini
tentu akan didapati jawaban hukumnya secara tekstual dalam al-Quran dan
Sunnah karena belum pernah terjadi pada zaman Nabi.




Manfaat dari pencakokan ini jelas besar, yaitu orang buta dapat
melihat kembali. Demikian juga dalam hal darurat, seperti dibolehkannya
makan makanan yang diharamkan demi mempertahankan hidup. Dengan
demikian, bila pada suatu kejadian terdapat kemaslahatan yang bersifat
umum dan tidak ada dalil nash yang bertentangan dengannya, maka pada
kejadian itu seorang mujtahid dapat melakukan ketentuan hukum. Usaha
penemuan hukum melalui maslahat.
Dari uraian diatas, jelas terlihat fleksibelitas dan keluwesan hukum
Islam yang mampu mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat.
Untuk melihat hubungan maslahat dengan fleksibelitas hukum Islam
menuntut untuk melakukan ijtihad menetapkan hukum yang mampu
menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh
kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi modern, baik menetapkan
hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya atau
lama yang tidak sesuai lagi dengan kemaslahatan manusia sekarang.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi telah mempengaruhi
segala bidang kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum Islam.
Seiring dengan itu agar hukum Islam tidak ketinggalan zaman, maka
perkembangan baru itu juga harus dijadikan pertimbangan dalam
penetapan hukum Islam. Pencakokan organ tubuh, seperti, mata mayat
kepada orang buta yang sangat membutuhkan termasuk bidang kedokteran
yang mengalami kemajuan demikian cepat.9 Lalu apakah Islam melarang
kegiatan itu karena belum pernah terjadi pada generasi awal ulama Islam ?
Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan maslahat,
memuliakan anggota tubuh si mayit termasuk dalam kelompok al-
maslahah al-tahsiniyat, yang tidak perlu dipertahankan bila dengan
mempertahankan al-maslahat tahsiniyat itu dapat menyebabkan lenyapnya
9Menurut  Yusuf Qardawi, ada dua bidang diantara beberapa bidang yang telah terjadi
perubahan amat besar yang menyebabkan apa yang dahulu merupakan suatu hal yang wajar-wajar
saja, berbalik keadanya, sebagian benar-benar sangat diperlukan ijtihad terhadapnya. Kedua
bidang tersebut ialah bidang keuangan dan bidang ekonomi.
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maslahat yang lebih utama dari padanya, yaitu al-maslahat al-hajiyat dan
daruriyat.
Adapun pembolehan pencakokan kornea mata si mayit kepada
orang buta bertujuan untuk memelihara al-maslahah al-hajiyat. Oleh
karena itu, larangan mengambil anggota badan si mayit dikalahkan oleh
kepentingan lain yang lebih besar, yaitu kemaslahatan bagi orang-orang
yang masih hidup yang sangat memerlukan kornea mata agar mereka dapat
hidup sempurna dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai
khalifah dimuka bumi.
Dengan demikian, tujuan pencakokan (transplantasi) itu adalah
dalam rangka mewujudkan tujuan syariat, yaitu untuk merealisasikan
kemaslahatan umat manusia. Dari uraian ini memberikan pemahaman
bahwa keadaan dan perkembangan masyarakat harus dijadikan
pertimbangan hukum agar hukum itu berfungsi ditengah-tengah
masyarakat serta mampu merealisasikan al-maqasid al-syariat, yaitu
kemaslahatan umat yang dimaksud dengan pertimbangan hukum disini
adalah bahwa perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat.
Akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang
mempunyai kaitan dengan suatu ketentuan hukum perlu mendapat
pertimbangan agar suatu ketentuan hukum yang akan ditetapkan dapat
berlaku efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar
ajaran Islam.
Dalam hal ini Abu Zahra mengemukakan beberapa contoh yang
dilakukan para sahabat terkemuka. Diantaranya al-Khulafah’ al-Rasyidun,
menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang.
Padahal menurut hukum asal, kekuasaan mereka didasarkan atas
kepercayaan (amanah).
Akan tetapi, ternyata seandainya mereka tidak dibebani tanggung
jawab mengganti rugi, mereka akan bersikap kurang hati-hati (ceroboh)
dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga hak orang lain. Sahabat
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‘Ali ibn Abi Talib, menjelaskan bahwa asas diberlakukannya ganti rugi
disini adalah al-maslahah (kemaslahatan).
Dari uraian diatas didukung oleh kaidah hukum yaitu :
a. ﺎًَﻣدَﻋ وأ ًادوُﺟُو ِﺔﻠِﻌﻟا َﻊَﻣ ُرُوَدﯾ ُمﻛُﺣﻟا
“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan
meniadakan”.10 Selain itu, suatu manusia dapat ditangkap dengan jelas oleh
orang-orang yang mau berpikir meskipun bagi sebagian orang masih dirasa
samar atau mereka berbeda pendapat mengenai al-Maslahah tersebut.
 َُةدﺎَﻌﻟا ُﺔَﻣﻛَﺣُﻣﻟاb.
“Adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum”.11 Kemudian persepsi
tentang maslahat itu sebenarnya bermula dari permulaan kemampuan
intelektual masing-masing orang sehingga tidak ditemukan hakikat maslahat
yang esensial.
3. Mencari Hukum dengan Melihat Problem dan Tempat
Perubahan waktu, tempat dan kondisi termasuk dalam masalah ‘illat
dan maslahat yang harus diperhitungkan, karena setiap zaman dan tempat
memiliki problematika sendiri. Untuk itu, hasil ijtihad pada suatu masa
disuatu tempat belum tentu dapat diberlakukan pada suatu masa atau
ditempat lain. Apalagi perkembang zaman yang begitu cepat telah
memunculkan persoalan-persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-
orang terdahulu.
Pada ulama terdahulu, menurut Yusuf Qardawiy, telah menetapkan
bahwa fatwa dapat berubah karena berubahnya zaman, padahal kehidupan
zaman dahulu rata-rata berlangsung teratur dan stabil. Oleh karena itu,
sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara
Imam Abu Hanifah dan kedua muridnya (Muhammad al-Syafi’i dan Abu
10Muhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (cet. III; Bandung: al-
Ma’rif, 1993), h. 550.
11Ibid, h. 517.
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Yusuf), dilatar belakangi perbedaan zaman, bukan disebabkan perbedaan
dalil dan argumentasi.
Jika mereka berbeda pendapat disebabkan perbedaan zaman, sudah
barang tentu zaman sekarang ini lebih layak lagi untuk berbeda pendapat
dengan ulama-ulama. Disini kiranya dapat disimpulkan bahwa jalan
mencari hukum Islam dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung
pada objek yang harus diteliti atau dicari hukunya. Ijtihad tersebut
terkadang cukup dengan menggunakan qiyas atau harus menggunakan
metode lain seperti, istihsan, maslahah mursalah, urf atau istishab. Dalam
hal ini, keahlian dan kebijakan seorang ulama tentunya sangat menentukan
dalam memilih metode yang paling tepat untuk tiap-tiap masalah.
B. Pandangan Ulama dalam Menyelesaikan Masalah Darurat dan Maslahat
1. Pandangan Fuqahat dalam Maslahat
Para Fuqaha memiliki persepsi yang beragam dalam menilai
maslahat, khususnya dalam posisi istimbath hukum. Untuk memberikan
gambaran dan menganalisa alasan dari setiap perbedaan pandangan,
dalam uraian ini akan dikemukakan pendapat dari beberapa Fuqaha,
terutama Mazhab yang empat (Maliki, Abu Hanifah, Syafi’i, dan
Hambali), serta ulama lain yang di anggap refpresentatif untuk dijadikan
rujukan dalam memahami konsep maslahat, seperti al-Ghazali, al-Thufi,
serta as-Syatibi, mereka mengemukakan pendapatnya antara lain:
Imam Maliki menempatkan maslahat sebagai landasan hukum, dan
ia bisa diterima sebagai sumber yang berdiri sendiri sesuai dengan
persyaratan yang telah digariskan.
a. Imam Abu Hanifah
Secara umum Abu Hanifah tidak memberi penjelasan secara rinci
mengenai maslahat, pembahasannya mengenai konsep ini hanya dapat
dijumpai pada keterangannya mengenai istihsan. Sebagaimana diketahui
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bahwa Abu Hanifah dikenal dalam Ijtihadnya banyak menggunakan
istihsan sebagai metode istimbath hukum.
Meskipun Abu Hanifah dikenal sebagai salah satu seorang Mazhab
pelopor metode istihsan, namun tidak ditemukan penjelasannya
mengenai definisi istihsan sebagian fuqaha tidak memahami secara utuh
hakikat istihsan yang dipraktekkan Abu Hanifah, akibatnya ada ulama
memandang dirinya sebagai orang yang tidak mengerti fikih, dan hanya
pandangannya mengenai qiyas ini mempunyai kesesuaian dengan Imam
Syafi’i dalam konsep qiyas.
Dalam memaknai maslahat Hanbali mengungkapkan bahwa
seorang fikih boleh menetapkan hukum suatu masalah jika di yakini
bahwa di dalamnya terdapat maslahat yang ghalib, meskipun tidak
didukung oleh nash secara khusus, sebaliknya terhadap perkara yang
nampak kemudaratannya lebih dominan ketimbang manfaatnya, maka
perkara tersebut harus ditinggalkan, walaupun tidak terdapat petunjuk
khusus dari nash.
b. Pemikiran al-Thufi
Al-Thufi adalah seoranga ulama dari kalangan Hanbali, yang
pendapatnya tentang maslahat di anggap paling berani dan kontroversial.
Walaupun ia penganut Hanbali namun konsepnya tentang maslahat
banyak yang tidak sejalan dengan Imam Hanbali, sebagian kalangan
menyebutkan dari kelompok syi’ah.
Mengenai maslahat hubunngannya dengan hukum Islam al-Thufi
mengelompokkannya menjadi dua. Pertama, hukum ibadat dan
muqqadarat yaitu sesuatu yang maksud dan tujuannya tidak bisa
dijangkau oleh akal, sehingga harus di tuntun oleh nash serta ijma’.
Kedua, hukum muamalat, adat, siyasah dan sejenisnya yang maksud dan
kandungannya dapat dijangkau oleh akal, sehingga landasannya dapat
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merujuk pada maslahat (kemaslahatan manusia), baik di dalamnya ada
maupun tidak ada petunjuk dari nash.12
Mengenai posisi dan hubungan maslahat dengan dalil hukum al-
Thufi, memberi komentar, jika petunjuk nash dan ijma’ mempunyai
prinsip yang sama seta sesuai dengan maslahat dalam al-Ahkam al-
Kahmasa al-Kulliyyah al-Darruriyyah (lima hal pokok yang
berhubungan dengan kehidupan manusia maka hal itu harus dipedomani).
Jika nash dan ijma’, tidak sejalan diupayakan dalam kompromi
dengan merusak aspek maslahat akan tetapi, jika keduanya tidak bisa
dikompromikan maka maslahat harus di dahulukan dari dalil lain, sesuai
dengan hadis Nabi.13
 َراَﺮِﺿ َﻻَو َرَﺮَﺿ َﻻ َْنأ ﻰََﻀﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُ ﱠ ا ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠ ا َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ِﺖِﻣﺎ ﱠﺼﻟا ِﻦْﺑ ََةدﺎَﺒُﻋ ْﻦَﻋ
“Tidak boleh menyusahkan dan tidak boleh disusahkan”.
Argumen al-Thufi tentang hadis di atas, dijelaskan ketika
mensyarah kitab al-Arbain al-Nawawiyah.
Salah satu alasannya menyatakan bahwa, maslahat meskipun
masuk kategori mulghah, namun ia tetap layak dijadikan landasan hukum
bahkan jika memenuhi kriterial kemaslahatan, ia dapat dihubungkan dari
dalil lain. Argumentasinya inilah yang dipandang keluar dari koridor
serba konsensus ulama, dan tidak dikhawatirkan sikatnya yang
sedemikian dapat mengecam eksistensi hukum yang ditetapkan oleh nash
dan ijma’.14
Al-Thufi, mendahulukan maslahat atas nash dengan pertimbangan
bahwa nash itu tidak jarang menimbulkan pertentangan akibat perbedaan
penafsiran, dan hal ini sering menjadi perbedaan penetapan hukum, yang
12 Lihat, Mustafa Zaid, al-Mazlahat fi al-Tasyiri al-Islam, (Kuwait: Jami’ah, 1974), h.
280.
13Lihat, Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam, (Cet, Jakarta: Pustaka
Firdaus, 2002), h. 87-88.
14Pandangan yang demikian semakin menambah kritikan atasnya, Abdul Wahab Kallaf,
menilai sebagai orang yang terlalu mengagungkan pemikiran dan rasio. Abdul Wahab Kallaf,
Mashadir al-Tasyri fi ma la Nashasha Fih, (Cet, III; Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 101.
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bisa menghasilkan produk hukum yang tercela menurut kriteria syara’.
Sedangkan maslahat secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki,
dan tidak diperselisihkan. Oleh karena itu, pengutamaan maslahat
merupakan sebab terwujudnya kesepakatan sesuai dengan tujuan syara’.
Pemikiran al-Thufi tentang maslahat didasarkan atas empat hal:
1) Akal dapat menemukakan dan membedakan antara maslahat dan
mafsadat. Misalnya, dengan potensial akal, ia dapat melihat dan
menentukan kabaikan maupun keburukan yang dihadapi manusia,
tanpa harus melalui petunjuk Wahyu. Namun, ia membatasi
kemandirian akal hanya dalam hal muamalat dan adat istiadat
2) Maslahat merupakan dalil yang berdiri sendiri, tanpa terikat pada
Nash. Konsekuensi pemikiran ini, bahwa maslahat adalah sesuatu
yang oleh akal dipandang sebagai kemaslahatan. Dengan demikian,
menurut al-Thufi Maslahah dapat diperoleh dan diketahui melalui
kebiasaan dan tajribah (eksperimen atau percobaan).
3) Maslahat diambil sebagai rujukan dan dalil hanya pada masalah
muamalat dan adat istiadat, sedangkan dalam hal ibadah dan hal-
hal lain yang telah ditentukan ukuranya oleh syara’ (muqaradat).
Maslahat tidak dapat dijadikan pedoman.
Perbedaan ini menurut al-Thufi, karena dalam hal ibadah
merupakan otoritas Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang mengetahui
segala seluk beluknya, manusia hanya mengetahui setelah
memperoleh petunjuk serta penjelasan dari syara’.
Sedangkan dalam hal muamalat dimaksudkan untuk memberi
kemaslahatan dan manfaat bagi manusia. Karenanya, dalam urusan
muamalat manusia harus berpegang kepada maslahat meskipun
tidak sejalan dengan dalil nash.
4) Maslahat merupakan dalil syara’ yang paling kuat. Pandangan ini
menjadi kunci dari sikap al-Thufi terhadap maslahat. Menurutnya,
maslahat bukan sekedar pedoman ketika tidak terdapat nash dan
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ijma’, namun yang terpenting, maslahat harus didahulukan ketika
terjadi kontradiksi dengan dalil nash.
Pengutamaan maslahat dari nash, oleh al-Thufi dilakukan
dengan cara Takhshis dan bayan, bukan dengan jalan
meninggalkan nash.
Contoh yang memperkuat landasan al-Thufi antara lain: 1)
Menurut Jumhur Ulama, tayamum dapat dilakukan bagi orang yang
sedang sakit atau yang tidak mendapatkan air. Akan tetapi, oleh ibn
Mas’ud hal tersebut dilarang dengan asumsi, bahwa jika hanya
dengan alasan sakit, maka bisa jadi seseorang hanya mengalami
kedinginan tetapi sudah tidak mau mempergunakan air dan beralih
ketayamum. 2) Malam suatu perjalanan, para sahabat tidak
melaksanakan shalat Ashar sesuai dengan perintah Nabi, kecuali
setelah sampai ketempat tujuan (Bani Quraidah).
Mencermati pendapat al-Thufi di atas, dapat disimpulkan
bahwa sesungguhnya maslahat yang dimaksudkan, bukanlah secara
mutlak meninggalkan nash, namun sesuai dengan ungkapannya,
bahwa maslahat didahulukan atas nash dengan cara takhshis
(pengecualian), bukan dengan jalan menafikan apalagi
meninggalkan nash secara total.
c. Pandangan al-Ghazali
Al-Ghazali dikenal sebagai salah seorang fuqaha dan pelopor
dinamika pemikiran keIslaman, ia cendekiawan yang prokduktif dan
melahirkan banyak karya dari berbagai cabang keilmuan, mulai dari ilmu
fikih, ushul fikih, ilmu kalam, mantiq/logika, filsafat dan tasawuf.
Al-Ghazali dikenal sebagai ulama dari kalangan al-Syafi’iy dalam
hal maslahat, ia mempunyai pikiran paling menonjol dibanding pengikut-
pengikut Mazhab al-Syafi’iy lainya. Karena itu, ia termasuk salah satu
fuqaha yang menjadikan maslahat sebagai pertimbangan ijtihad dalam
mengambil kesimpulan hukum.
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Menurut al-Ghazali, maslahah mursalah dapat dijadikan rujukan
apabila memenuhi persyaratan yaitu:
1) Maslahat tersebut berada dalam kategori daruriyah (primer).
Artinya, bahwa untuk menetapkan suatu kamaslahatan, tingkat
kebutuhan meski diperhatikan, apakah dapat mengancam
eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada
wilayah tersebut.
2) Kemaslahatan itu harus bersifat qathi’i. Artinya, maslahat itu
benar-benar telah diyakini akan muatan kemaslahatannya, bukan
atas dugaan (zan) semata.
3) Maslahat tersebut harus menyangkut kepentingan umum
(kulliyat). Artinya, kemaslahatan tersebut berlaku secara umum
dan kolektif, tidak individual. Kalaupun maslahat itu bersifat
individual, maka menurut al-Ghazali, maslahat itu harus sesuai
dengan maqasid al-syariah maslahat yang memenuhi 3 (tiga)
unsur diatas, oleh al-Ghazali dapat dijadikan landasan untuk
menetapkan hukum meskipun secara tidak langsung didukung
oleh syara’.
Gambaran al-Ghazali diatas dapat dikemukan dalam salah satu
contoh antara lain:
Dalam kondisi peperangan, pasukan muslim boleh menembak
orang muslim yang dijadikan tawanan atau perisai oleh pihak musuh.
Sebab jika tidak diserang (meskipun tawanan muslim harus
dikorbankan), maka pihak lawan akan leluasa menyerang pasukan
muslim dan menguasainya.15
Menembak tawanan muslim tidak berdosa demi menjaga
keselamatan orang banyak adalah sesuai dengan kemaslahatan yang
sejalan dengan petunjuk syara’, meskipun tidak ada dijumpai dalil
khusus yang menganjurkan ataupun membatalkanya.
15Al-Ghazali, Al-Mustafa Min ‘Ilm Al-Ushul, (Beirut: Dar al-fikr, t. th), h. 294-295.
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Tindakan ini sesuai dengan persyaratan maslahat yang bersifat
qath’iyat, karena bisa dipastikan kalau tidak tembak justru ia akan
berbalik menghabisi tentara muslim yang pada akhirnya orang muslim
yang ditawan tadi ikut terbutuh. Kasus ini juga memenuhi unsur
daruriyat, karena menyangkut jiwa dan nyawa orang Islam yang harus
diselamatkan.
d. Pandangan al-Syatibi
Al-Syatibi merupakan salah satu tokoh ushuliyyun Mazhab Maliki
yang pandangannya tentang maslahat mendapat perhatian dari para ahli.
Pemikirannya tentang maslahat tetap merefleksikan prinsip-prinsip
Mazhab Maliki yang diantaranya.
Al-Syatibi membagi maslahat menjadi tiga:
1) Maslahat yang diterima dan dibenarkan oleh syara’.
Contohnya, hukum qishas untuk menjaga keselamatan jiwa
dan raga manusia.
2) Maslahat yang ditolak oleh syara’. Contohnya, peristiwa
Yahya bin Yahya al-Laitsi
3) Maslahat yang tidak ada dalil khusus dari nash, baik
membenarkan ataupun menolaknya.
Dari gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut al-Syatibi,
maslahat dapat dijadikan rujukan selama ia tidak keluar dari petunjuk yang
telah digariskan oleh syara’, sedangkan yang bertentangan dengan
petunjuk syara’ tidak dapat dipedomani dan harus ditolak.16
Imam Syafi’i, sering disebut sebagai orang yang menolak maslahat,
namun sesungguhnya bagi Syafi’i maslahat tetap bisa dipedomani
sepanjang memenuhi kriteria dan tidak dijadikan sumber yang mandiri.
Imam Abu Hanifah, juga menerima maslahat, dengan ketentuan
maslahat harus mengacu pada qiyas yang mempunyai ‘illat yang jelas
16Ibid, h. 113-115.
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batasanya, sehingga di dalamnya harus ada ashl (sumber pokok yang
dijadikan landasan qiyas, dan mengandung esensi maslahat).
Demikian pula halnya al-Ghazali, meskipun termasuk golongan
Syafi’i, namun pandangannya terhadap maslahat lebih menonjol dibanding
pengikut-pengikut Syafi’i yang lainnya.
Selanjutnya, di antara perbedaan yang terjadi ternyata jika diikuti
secara seksama, maka terdapat kesesuaian substantif. Misalnya dalam
Mazhab Hanafi prinsip maslahat dikaji melalui qiyas. Akan tetapi, tidak
jarang ditemukan hasil ijtihad Hanafi yang di olah melalui istihsan, serta
ijtihad Syafi’i yang dikembangkan melalui jalur qiyas, ternyata dalam
Mazhab Maliki ditemukan melalui pendakatan maslahah mursalah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya, para
Mujtahid sepakat bahwa maslahat dalam hukum Islam menjadi sesuatu
yang sangat penting. Kalaupun  terjadi perbedaan, hendaknya perbedaan
itu dijadikan bahan kajian untuk menggali lebih jauh, agar dalam
penerapanya senantiasa barada di atas petunjuk syara’.
C. Penerapan Fleksibelitas Hukum Islam dalam Perspektif Darurat dan
Maslahat
1. Perubahan Hukum karena Berubahnya Situasi dan Kondisi Suatu
Masyarakat
Seiring dengan perputaran masa, maka muncul pula persoalan-
persoalan baru yang belum dikenal oleh orang-orang terdahulu, bahkan
belum pernah terbayangkan dalam pikiran mereka. Lebih dari itu, kiranya
persoalan-persoalan yang muncul itu disampaikan kepada mereka,
dianggapnya sebagai sesuatu yang logis. Oleh karena itu, bagaimana
mungkin akan terpikirkan hukum atas persoalan-persoalan baru tersebut,
jika belum pernah terbetik dihati mereka.
Dengan demikian kebutuhan-kebutuhan terhadap ijtihad
merupakan kebutuhan yang bersifat kontinyu, yang mana realita
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kehidupan ini senantiasa berubah, begitu pula kondisi masyarakatnya yang
senatiasa mengalami perubahan dan perkembangan.
Adapun kaidah hukum yang mendukung pendapat diatas ialah:
“Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan
meniadakan”.17
Mengantisipasi perubahan dan perkembangan masyarakat yang
demikian itu, Islam hadir dengan membawa ajaran-ajaran dasar dan prinsip
yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar hukum Islam selalu mampu
memelihara kemaslahatan hidup mereka. Sebagai contoh, al-Quran tidak
menentukan sistem perekonomian yang baku.
Adapun yang dibawa al-Quran hanyalah prinsip-prinsip, antara lain
hak milik perorangan diakui, tetapi dalam arti bahwa harta yang dimiliki
itu hanya menuakan titipan Tuhan. Sebenarnya ajaran Islam itu sendiri
menghendaki agar ajaran-ajaran dasar dan prinsip-prinsip yang
dibawahnya dapat selalu ditafsirkan dan dikembangkan dalam menata
kehidupan manusia sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat,
kerana dengan menafsirkan ajaran-ajaran dasar itu akan melahirkan suatu
ketentuan hukum yang juga merupakan ketentuan ajaran Islam.
Sebaliknya, jika di satu segi ajaran-ajaran dasar itu tidak ditafsirkan
atau dikembangkan, sedangkan disisi lain dalam masyarakat terjadi
perkembangan dan perubahan yang demikian pesat, maka dalam keadaan
yang demikian akan mengakibatkan ada ketentuan hukum Islam (hukum
fikih) yang tidak sesuai lagi atau hal-hal yang tidak ada ketentuan
hukumnya karena hal itu tidak disebutkan secara jelas dalam al-Quran dan
hadis.
Memang benar bahwa hukum fikih hasil ijtihad ulama dulu sudah
demikian luas, namun hasil ijtihad pada suatu masa disuatu tempat tentu
dapat diberlakukan disuatu masa dan tempat yang lain. Misalnya, dalam
al-qawl al-qadim (pendapat lama), Imam Syafi’iy tidak melarang
17Ibid, h. 550.
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seseorang bepergian (safar) sebelum jum’at asalkan kembali sebelum
shalat jum’at.
Pada waktu itu diyakini bahwa perjalanan tidak dijadikan alasan
untuk meninggalkan shalat jum’at dan ini merupakan ‘illat bagi
dibolehkannya perjalanan tersebut. Tetapi dalam al-qawl al-jadid
(pendapat baru), al-Syafi melarang penduduk negeri setempat yang sudah
terkena kewajiban jum’at untuk bepergian, dan juga dikhawatirkan negeri
yang ditinggalkannya akan kekurangan jema’ah. Kasus bepergian ini
adalah untuk bepergian mubah, tetapi dalam bepergian ibadah seperti
melaksanakan ibadah haji maka wajib menunggu sesudah shalat jum’at.18
Begitu pula tentang batas negeri dalam mendirikan Jum’at.
Sewaktu di Iraq, al-Syafi’iy memberi persyaratan batas dengan hutan,
jalan dan sungai. Akan tetapi, sewaktu di Mesir ia melihat bahwa desa-
desa di sana besar-besar (penduduk banyak) dan sambung bersambung.
Hal itu menjadikan sebagai illat dalam mengizinkan setiap desa
mempunyai satu mesjid.19
Contoh lain yang dapat diemukakan disini adalah bahwa khalifah
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz, juga pernah mengubah fatwanya karena
pengaruh keadaan dan lingkungan. Sewaktu menjadi Gubernur di
Madinah, ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz memutuskan perkara untuk seorang
penggugat, bila penggugat itu dapat menghadirkan seorang saksi dan mau
bersumpah. Sumpah yang dilakukan oleh penggugat dipandang sebagai
pengganti saksi yang kedua.
Hal itu diterima karena menurutnya, kejujuran masih dapat
dipertahankan di Madinah. Akan tetapi, setelah ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz
menjadi khalifah di Damaskus, ia melihat masyarakat Syiria tidak sama
dengan masyarakat Madinah.20
18Lihat, Ahmad ibn Salamah dan Ahmad al-Bar, Qalyubi wa ‘Umairat, Juz I, (Mesir;
Mutafa al-Babiy al-Halabiy, 1975), h. 270.
19Ibid, h. 272-273.
20Lihat, Hasbi ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syarat Islam, (Cet II; Jakarta Tinta Mai,
1982), h. 30-31.
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Sampai disini kiranya muncul pertanyaan jika Imam Syafi’iy dan
‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz memberikan fatwa berbeda terhadap suatu
masalah karena perbedaan lingkungan dan masyarakat dimana mereka
menetap saat itu, lantas bagaimana perbedaan zaman sekarang ini
dbanding dengan zaman para pakar fikih seperti zaman Imam Hanafi (80-
150 H), Imam Malik (93-179 H), dan Iman Ahmad ibn Hanbal (164-241
H).
Pertentangan di atas dimunculkan mengingat hukum fikih yang ada
sekarang pada umumnya adalah hukum fikih hasil ijtihad ulama terdahulu.
Hal ini, menurut Yusuf Qardawiy, diakibatkan oleh banyaknya kitab-kitab
fikih dan ushul fikih yang memuat berbagai masalah fikihyah dan kaidah
merumuskan hukumnya yang ditulis oleh ulama di zaman berkembangnya
ijtihad. Para ulama yang datang sesudah mereka merasa puas dengan hasil
ijtihad ulama pendahulu mereka.21
Persoalan yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa kita
tidak boleh berkomitmen hanya pada mazhab tertentu saja. Namun dari itu,
kita harus mencermati semua pendapat atau mazhab agar dapat mengambil
pendapat yang lebih cocok dengan realisasi maslahah umat Islam sekarang
ini. Jika tidak ada yang cocok, maka para ulama kontemporer harus berani
berijtihad untuk menjawab tantangan zaman.
Pengetahuan-pengetahuan baru ini telah memberikan koreksi untuk
orang-orang yang hidup pada zaman modern terhadap sebagian besar
pengetahuan yang berkembang pada masa lalu. Misalnya, tentang ilmu
alam, astronomi, anatomi, kedokteran, dan lain-lain. Semua pengetahuan
ini telah memberikan kepada manusia seperangkat alat untuk mencari dan
menggali pengetahuan yang benar yang belum dikenal pada masa lalu.
Pengetahuan yang selalu berkembang telah memberikan bekal
kemampuan bagi seorang pakar fikih Islam kontemporer untuk
menetapkan sebagian pendapat dalam bidang fikih Islam yang berkembang
21Lihat, Yusuf Qardawiy, Syariat Islam, (Cet II; Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1397), h.
77.
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pada zaman dahulu atau masalah-masalah baru. Sebagai contoh, para
pakar fikih Islam menyebutkan bahwa masa kehamilan (mengandung)
seorang ibu itu dua tahun. Demikian menurut golongan Hanafi dan
Hanbali. Menurut golongan Syafi’iy, masa kehamilan ada empat tahun.
Menurut golongan Maliki berpendapat sampai tujuh tahun lamanya.
Pendapat ini berdasarkan apa yang dikemukan sebagian wanita masa
lalu.22
Meskipun demikian, menurut Yusuf Qardawiy, ilmu pengetahuan
modern yang berdasarkan hasil observasi dan eksperimen menolak
mentah-mentah pendapat yang berlebih-lebihan itu, karena pendapat-
pendapat tersebut tidak didukung oleh bukti yang konkrit dan peneliti
ilmiah yang akurat. Apalagi pendapat itu tidak didasarkan kepada dalil al-
Quran dan hadis. Oleh karena itu, wajar saja jika seluruh pendapat tersebut
ditolak oleh Ibn Hazm dan golongan Zahiriyah.
Beliau dalam hal ini cukup melihat kondisi yang berulang (proses
alamiah) pada diri manusia. Dari sini ia berpendapat bahwa masa
kehamilan seorang ibu adalah Sembilan bulan. Sekiranya pendapat-
pendapat yang menyebut lamanya wanita hamil sampai dua tahun, empat
tahun atau lima tahun didasarkan atas realita dan menjadi sumber
informasi baru (aktual).23
Sementara itu, perkembangan yang ditimbulkan oleh kajian ilmu
pengetahuan dan tehnologi modern mendapat perhatian yang serius dalam
Islam. Dalam hal ini, Islam sendiri sangat merangsang umatnya untuk
menuntut ilmu pengetahuan dan meguasai teknologi.
Dengan demikian, perkembangan baru merupakan akibat wajar dari
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendapat tempat
terhormat dalam Islam. Seiring dengan itu, agar hukum Islam tidak
ketinggalan zaman, dan agar hukum Islam mampu menjawab




perkembangan baru itu juga harus dijadikan pertimbangan dalam
penetapan hukum. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah hukum yaitu
adat kebiasaan itu ditetapkan sesuai hukum.24
Keseimbangan dalam pensyari’atan (Tasyri’), apa yang dapat
ditangkap dari keseimbangan tasyri’ dalam Islam adalah penentuan halal
dan haram yang selalu mengacu pada asas manfaat-mudarat, suci-najis,






















Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam
Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka
mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan
yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik
24Muchtar Yahya, op.cit, h. 517.
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dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang
ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.
memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang
yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-
orang yang beruntung.25
Dengan kata lain, satu-satunya tolok ukur yang digunakan Islam
dalam penentuan halal dan haram adalah maslahat umat atau dalam bahasa
kaidah fikiyyah: دﺳﺎﻔﻣﻟا ءرد و ﺢﻟﺎﺻﻣﻟا بﻠﺟا (upaya mendatangkan
maslahat (kabaikan) dan mencegah mudarat (kerusakan))26.
Diskursus tentang maslahat ini kemudian melahirkan dua
paradigma literal-skripturalis dan paradigma liberal-deskriptualis. Ciri
utama paradigm pertama adalah adanya cita-rasa keberagaman ortodoks
yang dengan segala upaya berusaha menaklukan realitas di bawah otoritas
yang teks (nash) ajaran Agama. Sedangkan paradigma kedua justru
menjadikan realitas sebagai acuan yang mesti dicermati dalam menyikapi
sebuah peristiwa hukum. Oleh karenanya, kelompok yang menganut
paradigma kedua ini tidak segan-segan menggugat otoritas nash ketika
ternyata ia bertentangan dengan realitas itu sendiri.
Jika kelompok pertama hanya mau mengakui eksistensi maslahat
sejauh masih dalam batas lingkaran nash maka kelompok kedua jusrtu
berpandangan bahwa nash mesti ditaklukan dibawah otoritas maslahat.
Perdebatan pandangan di atas sebenarnya berakar pada sebuah formula
dalam bentuk pertanyaan: apakah hukum-hukum Tuhan dapat berubah
mengikuti irama perubahan zaman ataukah tidak ? jawaban atas
pertanyaan ini memang tidak tunggal.
Namun jika melacak pada sejarah dan proses turunya nash (teks
ajaran Agama, maka jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa
25Departemen Agama RI, al-Quran & Tafsirnya, Op. Cit, h. 493.
26Dr. H. Abu Yasid, LL.M, Islam Akomodatif “Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai
Agama Universal”, (LKiS Yogyakarta, Cet; I: Mei 2004, ), h. 48.
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hukum-hukum Tuhan dapat berubah mengikuti irama perubahan zaman).
Hal ini paling tidak bisa dilihat dalam kenyataan adanya konsep seperti
nasikh-mansukh dalam Islam (nash yang satu dapat mengganti kedudukan
nash yang lain), at-tadarruj fi at-tasyri’ (penahapan dalam penetapan
hukum), dan asbab an-nuzul (sebab musabab turunnya ayat al-Quran).
Contoh-contoh tersebut tidak lain menyiratkan perhatian wahyu
terhadap kaitan sebuah peristiwa hukum dengan kandungan maslahat
maupun mafsadah (keburukan). Akan tetapi, setelah wahyu tidak lagi
turun dan Rasulullah juga juga telah wafat, timbul suatu kekhawatiran
untuk menambah syari’at atau mengganti syari’at lama bilamana teks
ajaran Agama harus mengikuti irama maslahat yang berwatak temporal.27
Entitas nash tetaplah satu dan tidak mengalami perubahan sampai
kapanpun. Yang mengalami perubahan adalah penerapan syari’at (tathbiq
asy-syari’ah) sesuai dengan maslahat yang bisa ditelusuri pada setiap
peristiwa hukum. Atau dengan ungkapan lain, pada setiap peristiwa atau
kejadian sebenarnya terkandung beberapa bias hukum yang mengacu pada
tujuan-tujuan syariat (maqashid asy-syari’ah) yang mempunyai watak
eternal.
Timbulnya pergeseran maslahat yang kemudian diikuti oleh
penaklukkan nash di bawah otoritas maslahat sebenarnya adalah
diferensiasi kemampuan para mujtahid dalam menyerap kandungan
maslahat pada nash yang kebanyakan (90 persen) memang multi-
interpreted, khususnya yang berhubungan dengan persoalan mu’amalah-
‘adiyah. Oleh karena itu, fikih sebagai produk ijtihad merupakan disiplin
ilmu dalam Islam yang paling kaya akan perbedaan pendapat serta
mazhab-mazhab.
Dalam kaitan tersebut, Asy-Syahibi, menandaskan bahwa
perubahan hukum yang terjadi karena perubahan situasi sebenarnya
bukanlah perubahan dalam maknanya yang subtantif. Hal ini karena pada
hakikatnya, perubahan tersebut didasarkan pada pokok-pokok ajaran
27Ibid.
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Agama yang abadi. Sebagai contoh adalah diberlakukannya hukum talak
tiga yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami sebagai jatuh satu kali.
Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam hadis Nabi yang terus
diberlakukan hingga permulaan khalifah Umar bin Khattab. Akan tetapi,
ketika kandungan maslahat pada hukum tersebut hilang; manusia pada saat
itu menganggap enteng terhadap kata talak yang diucapkannya itu, maka
khalifah Umar bin Khattab kemudian segera mengeluarkan fatwa bahwa
ucapan talak sebanyak tiga kali meski dilakukan sekaligus, tetap
mempunyai konsekuensi hukum jatuh talak tiga.
Contoh yang lebih aplikatif berkaitan dengan perubahan hukum
yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan kandungan maslahat yang
ada didalamnya dapat kita lihat pada hadis Nabi yang diriwayahkan oleh
Imam Ahmad: al-A’immah mim al-Quraisy (Para pemimpin itu berasal
dari suku Quraisy).28
2. Perubahan Hukum karena Perubahan Istimbath
Dalam menyikapi kebenaran sebuah produk hukum, menurut juris
Islam terbelah menjadi dua aliran pemikiran:
a. Aliran (kelompok pembenar), yakni aliran yang cenderung
menganggap benar semua istinbath hukum yang dilakukan oleh para
mujtahid, dan
b. Aliran (kelompok pengeliru), yakni aliran yang beranggapan
bahwa kebenaran dari suatu istimbath hukum yang dilakukan oleh
para mujtahid hanyalah satu, sementara hasil istimbath hukum lainnya
dianggap keliru walaupun secara akademik masih dapat
dipertanggungjawabkan. Pendapat ini diperkuat oleh landasan Hadis
yang menyatakan:
“Apabila seorang hakim menghukumi dan berijtihad kamudian
ternyata hasil ijtihadnya benar maka ia mendapatkan dua pahala dan
jika ia menghukumi serta berijtihad dan ternyata hasil ijtihadnya
keliru maka ia mendapat satu pahala”.
28 Ibid, h. 101-102.
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Aliran kedua tidak mengakui adanya pluralism hukum. Bagi aliran
ini, sebelum para mujtahid melakukan istimbath hukum, Allah (sebagai
pembuat Syariat) telah menggariskan sebuah ketentuan hukum bagi setiap
kejadian maupun peristiwa. Oleh karena itu, menurut aliran ini, difernsiasi
pendapat para mujtahid bukan berarti secara otomatis membenarkan
adanya pluralisme hukum. Sebaliknya hukum Allah yang melekat pada
setiap peristiwa tetaplah tunggal. Jadi, yang memicu perbedaan adalah
metode yang digunakan oleh para mujtahid dalam bergumul dengan
sumber-sumber ajaran Agama maupun realitas yang ada di lapangan29.
Dari penjabaran diatas, baik aliran pertama maupun kedua
sesungguhnya sama-sama mengakui prinsip perbedaan hukum karena
perbedaan maslahat. Sebab, betapa pun aliran kedua menolak pluralisme
hukum, namun mereka tetap menghargai perbedaan hasil ijtihad sebagai
wacana pemikiran (intellectual discourse) yang dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam kaitan ini, ibnu Qayyim al-Jauziyah,
seorang ulama mazhab Hanbali, pernah membuat stetemen yang kemudian
amat popular, yakni “Perubahan fatwa disebabkan karena terjadinya
perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Lebih jauh lagi ia berkata:
“Tidak sedikit orang karena minimnya ilmu yang dimiliki
terjerembe kedalam lembah kekeliruan mengenai ajaran Agama (syari’at).
Mereka menjerumuskan diri kedalam kesempitan dan kesukaran serta
bersikeras memaksa untuk menerapkan hukum yang semestinya tidak ada
akses untuk diterapkan. Syariat Islam berdiri diatas pondasi kebijaksanaan
dan kepentingan hidup umat manusia didunia dan diakhirat. Secara
keseluruhan, syariat Islam bercirikan keadilan, rahma, Maslahat, dan
hikmah. Oleh karena itu, setiap masalah yang menyimpan dari sifat
keadilan menuju kejaliman, dari rahmat menuju azab, dari maslahat
menuju mafsadah, dari hikmah menuju kesia-siaan, maka masalah tersebut
tidaklah termasuk dalam lingkaran syariat Islam walaupun dipaksakan
untuk dimaksudkannya dengan jalan takwil”.
Dalam sejarah pemikiran hukum Islam (fikih) sering kita temui
perubahan ketetapan hukum karena pertimbangan maslahat. Pada masa
khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, misalnya, ketika menjabat Gubernur di
29Abu Yasid, op.cit, h. 116-117
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Madinah, ia hanya mau memberi keputusan hukum bagi gugatan
penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi
yang disertai dengan sumpah penggugat. Sumpah tersebut dimaksudkan
sebagai ganti dari kedudukan seorang saksi yang lain. Akan tetapi, setelah
Umar ibnu Abdul Azis menjabat sebagai khalifah yang berkedudukan di
ibu kota Negara (Syam), dia enggan memberikan ketetapan hukum atas
pengajuan formula saksi yang sama.
Pada masa sahabat, khalifah Umar bin Khattab adalah orang yang
sering menggunakan ketetapan hukum berdasarkan pertimbangan
masalahat. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Umar bin Khattab yang tidak
menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Kebijakan Umar tersebut
tentu bertentangan dengan zhahir nash al-Quran yang secara tegas
menyatakan bahwa hukuman bagi seorang pencuri ialah dipotong
tangannya. Bahkan, ayat ini juga telah diperkuat oleh sunnah fi’iyyah,
yakni bahwa Rasulullah saw., sendiri pernah mempraktikan hukum potong
tangan bagi pencuri.
Pertimbangan Umar dengan tidak menerapkan Janis hukuman ini
adalah bahwa kondisi masyarakat pada saat itu tidak memungkinkan
diterapkannya hukuman potong tangan. Dengan kata lain, maslahat yang
menjadi pijakan ketetapan hukum menuntut adanya Jenis hukuman lain
untuk kondisi yang serba kekurangan. Dengan demikian, bagi khalifah
Umar, yang paling asasi adalah bagaimana ruh dan semangat ajaran
Agama dapat diterapkan demi kemaslahatan umat yang ukurannya tidak
sama pada setiap kominitas masyarakat.
Sejak periode awal Islam, semangat dan ruh ajaran Agama sudah
ditegakkan untuk mengantisipasi kandungan maslahat yang tidak sama
pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dimasyarakat, oleh karenanya,
pada abad teknologi informasi saat ini, dimana laju perubahan masyarakat
begitu cepat, semangat untuk berpegang teguh pada ruh ajaran Agama
harus tetap dipegang teguh. Sebab perkembangan masyarakat dan dunia
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Fleksibelitas
Hukum Islam dalam Perspektif Darurat dan Maslahat maka penulis dapat
mengambil kesimpulan, bahwa dalam Mengantisipasi perubahan dan
perkembangan masyarakat yang demikian, Islam hadir dengan membawa
ajaran-ajaran dasar dan prinsip yang dapat ditafsirkan dan dikembangkan agar
hukum Islam selalu mampu memelihara kemaslahatan hidup mereka.
Dari uraian diatas bahwa penerapan Fleksibelitas hukum Darurat dan
Maslahat karena berubahnya kondisi masyarakat, maka terlihat dengan jelas
fleksibelitas dan keluwesan hukum Islam yang mampu mengikuti
perkembangan dan perubahan masyarakat.
Namun pandang ulama dalam menyelesaikan darurat Dapat disimpulkan
bahwa menurut al-Syatibi, maslahat dapat dijadikan rujukan selama ia tidak
keluar dari petunjuk yang telah digariskan oleh syara’, sedangkan yang
bertentangan dengan petunjuk syara’ tidak dapat dipedomani dan harus
ditolak.
Imam Syafi’I, sering disebut sebagai orang yang menolak maslahat,
namun sesungguhnya bagi Syafi’i maslahat tetap bisa dipedomani sepanjang
memenuhi kriteria dan tidak dijadikan sumber yang mandiri.
Imam Abu Hanifah, juga menerima maslahat, dengan ketentuan
maslahat harus mengacu pada qiyas yang mempunyai ‘illat yang jelas
batasanya, sehingga di dalamnya harus ada ashl (sumber pokok yang
dijadikan landasan qiyas, dan mengandung esensi maslahat).
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Demikian pula halnya al-Ghazali, meskipun termasuk golongan Syafi’i,
namun pandangannya terhadap maslahat lebih menonjol dibanding pengikut-
pengikut Syafi’I yang lainnya.
Selanjutnya, di antara perbedaan yang terjadi ternyata jika diikuti secara
seksama, maka terdapat kesesuaian substantif.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya, para
Mujtahid sepakat bahwa maslahat dalam hukum Islam menjadi sesuatu yang
sangat penting. Kalaupun  terjadi perbedaan, hendaknya perbedaan itu
dijadikan bahan kajian untuk menggali lebih jauh, agar dalam penerapanya
senantiasa barada di atas petunjuk syara’.
B. Saran
Utamakan kemsalahatan tinggalkan kemudaratan.
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